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Ekofeminisme Transformatif: Alternatif Kritis
Mendekonstruksi Relasi Perempuan dan Lingkungan

Tyas Retno Wulan®

Ringkasan

Gerakan feminisme dan ekologi mempunyai tujuan yang saling memperkuat, keduanya hendak
membangun pandangan terhadap dunia dan prakteknya yang tidak berdasarkan dominasi. Pada titik
inilah kajian ekofem«msme sebagai relasi antara feminisme dan ekologi menjadi krusial dibahas. Untuk
merunut hal tersebut kajian ini mempertanyakan:1. Bagaimana proses terjadinya reproduksi
pengetahuan yang justru memposisikan perempuan (sebagai korban terbesar dalam kerusakan
lingkungan) namun justru dituntut untuk bertanggungjawab terhadap kerusakan lingkungan; 2.
Merunut akar gerakan dan tipologi ekofeminisme serta bagaimana formulasi ke depan atau gerakan
ekofemlsme seperti apakah yang mampu meminimalisir “unequal power relations” dalam reproduksi

pengetahuan lingkungan?

Hasil kajian menunjukkan bahwa reproduksi pengetahuan tidak pernah bebas nilai, namun selalu
dukonstruksu oleh kelompok yang berkuasa, sehingga kajian feminisme pascakolonial menemukan
relevansn untuk mendekonstruksi reproduksi pengetahuan bagi kelompok subordinat (lokal, miskin
dan perempuan) di dunia ketiga. Terdapat beberapa pandangan dalam ekofeminisme. Aliran keras
ekofemmlsme (sosialis) meruduh bahwa laki-laki yang paling banyak berperan dalam merusak alam,

palagt bila' dikaitkan dengan karakter maskulin dan budaya patriarki. Kaum feminis moderat
(spmtuahs) mengusulkan bahwa cara berelasi manusia dengan yang non manusia harus dlkajl ulang.
Pada titik inipenulis memilih ekofeminisme transformatif. yang memberi “ruang berpikir" tempat
perempuan dan:laki-laki dari seluruh dunia dapat berkumpul untuk bergabung dan bertukar
pandangan feminis yang beragam sekaligus ada semangat agar bekerja sama melawan patriarki
kepitalis dan isme-isme destruktif lain. Pada titik ini ekofeminisme transformatif secara lebih kuat
mampu menerangkan mengapa kesetaraan jender pada akhirnya bukan hanya menguntungkan kaum
perempuan, tetapi juga kaum lelaki

Katakunci: Ekofeminisme, relasi kekuasaan ekologi, krisis-ekologi, ekofeminisme transformatif,
pendekatan dekonstruktivisme, budaya patriarkhi, postmodernism

1. Pendahuluan

1.1. Krisis Ekologi dan Dampaknya terhadap Perempuan

Pada malam hari tanggal 2-3 Desember 1984, 40 ton gas beracun dilepaskan dari
pabrik pestisida Union Carbide di Bhopal, India; 3000 orang meninggal selama

i Penulis adalah staf pengajar dan peneliti ilmu-ilmu sosial terutama kajian perempuan dan pedesaan dari
Universitas Jendral Sudirman Purwokerto, saat ini sedang menempuh program doktor pada Program studi
Sosiologi Pedesaan sekolah Pascasarjana IPB, 2007.
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bencana tersebut dan 400.000 yang lain terkena dampaknya, mungkin meniriggal
setelah itu, dan mengalami penderitaan yang berkelanjutan. Kaum perempuan’
telah menjadi korban yang terkena dampak paling parah sekaligus juga menjadi
yang paling gigih rmemperjuangkan keadilan. Kajian pada tahun 1990 dari
Wisconsin, USA juga menunjukkan bahwa antara tahun 1970 sampai dengan 1987,
kelainan kehamilan kerap ditemukan hingga kasusnya melonjak sampai 400%.
Penderita endometriosis mencapai 5,5 juta perempuan dan belakangan diketahui
pula bahwa pendefita penyakit ini semakin meningkat di kalangan perempuan usia
muda. Data juga menunjukkan bahwa antara tahun 1980-1987, penderita kanker
payudara meningkat lebih 22%. Bahkan dalam studi yang dilakukan di bagian Utara
negara bagian Carolina, ditemukan 866 kasus bayi yang disusui ibunya mengalami
gangguan syaraf, artinya air susu ibu pun juga ikut tercemari (JP, 2005) .Deskripsi di
atas hanya merupakan sepenggal data yang menunjukkan bahaya besar yang
dihadapi perempuan dan lingkungannya. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan
segelintir manusia telah berdampak besar pada perempuan di banyak negara dan
jelas sekali nuansa penindasannya. Lantas apakah pembangunan yang selama ini
gencar dipropagandakan bisa membebaskan perempuan dari jerat penindasan
tersebut? Ternyata tidak. Terlebih di era globalisasi saat ini, alih-alih menciptakan
kesejahteraan umat manusia, globalisasi justru menghadirkan jurang ketimpangan
yang teramat dalam, ketimpangan sosial dan ekonomi antara yang kaya dan miskin,
negara-negara di Utara dan selatan (Amin, 1997). Dalam sejarah dunia, akhir abad
ke-20 m’erupakén pericde pemiskinan global. Globalisasi justru melahirkan
kemiskinan dan ketimpangan global(Brecher and T Costello, 1999).

Kajian klasik Ester Boserup dalam yang bukunya berjudul Women’s Role -in
Economic Development’ menyatakan bahwa pembangunan seringkali berdampak
negatif terhadap perempuan. Menurut dia, pembagian kerja tradisional antara laki-
laki dan perempuan dihancurkan karena proses pembangunan dan dalam
pembagian kerja yang baru 'ini perempuan seringkali dirugikan. Selanjutnya
Boserup menyatakan bahwa pembangunan kapitalis yang merupakan jalur utama
pembangunan yarg paling-umum dilalui oleh sebagian besar negara berkembang
cenderung secara progresif memiliki dampak “marginalisasi” terhadap wanita.
Sejak Revolusi hijau, perempuan yang sebelumnya berdaulat atas praktik
pertanian, mulai dari pemilihan benih, menanam, menyiangi, membuat pupuk
alami, memanen sampai menumbuk padi tersingkir.Selanjutnya Mansour Fakih®
menyoroti perubahan kehidupan petani perempuan dalam proses integrasi
ekonomi nasional ke ekonomi global yang luput dari perhitungan pemerintah.
Menurut Fakih, dampak revolusi hijau dan globalisasi merupakan'gambaran suram
nasib kaum tani. khususnya perempuan. Lebih jauh Fakih menjelaskan dalam
globalisasi saat iini, di. mana hubungan struktur agraria bercorak - kapitalis,
perempuan akan semakin menjadi pihak yang termarginalkan. Kondisi ini paralel
dengan temuan Whitehead (2003) yang menyatakan bahwal lebih dari separo

: Boserup, Ester 1984 Peranan wanita dalam Perkembangan Ekonomi, Gama Press Yogyakarta
’ Dapat dilihat lebih detail dalam tulisannya yang berjudul: Agenda Perempuan dalam Gerakan Petani, dalam

Jurnal Analisis Sosial Vol 6, No 1 Pebruari 2001
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penduduk miskin di negara berkembang adalah perempuan.pada titik ini nampak
bahwa perempuan adalah korban dari kompleksitas persoalan ekologi dan

pembangunan.

Dalam tataran lain, konstruksi sosial tentang problem dan krisis lingkungan, juga
tidak lepas dari kontroi “aktor yang berkuasa”. Para ahli politik ekologi telah lama
mengamati bahwa dampak perubahan lingkungan terhadap manusia,
didistribusikan secara tidak merata, dan bahwa kelompok marginal dan kelompok
miskin adalah kelompok yang paling dirugikan. Seperti halnya wacana’ tentang
pengelolaan lingkungan, wacana tentang penyebab kerusakan lingkungan (erosi
dan kerusakan tanah) selalu menempatkan para kelompok subordinat (masyarakat
lokal, kelompok miskin dan kaum perempuan) sebagai penyebab kerusakan
tersebut. Kajian Anderson (1984), Beinard (1984), Blaikie (1985), Millington (1987)
dan Showers (1989) dengan latar belakang masyarakat Afrika menunjukkan
bagaimana klaim dari ilmuwan kolonial yang menyatakan bahwa para petani lokal
bertanggungjawab terhadap kerusakan tanah, digunakan para pemerintah kolonial
untuk menjustifikasi pajak/hukuman “konservasi tanah” bagi para petani. Wacana
kolonial tersebut yang berimplikasi bahwa “kelompok subordinat” (masyarakat
lokal, kelompok miskin dan kaum perempuan) selalu disalahkan dalam kerusakan
lingkungan di dunia ketiga hingga saat ini masih populer.

Sejalan dengan hal ini, dalam bukunya “Eco-Feminism”, Vandana Shiva (2005)
menjelaskan sejarah penjajahan yang dilakukan negara kulit putih (negara —negara
Utara) terhadap negara-negara Selatan, terjadi hingga saat ini. Karena merasa diri
superior, maka dengan superioritasnya mereka merasa bertanggungjawab atas
masa depan bumi dan masyarakat serta kebudayaan lain, artinya bahwa setiap saat
Utara memiliki tuntutan baru atas pengawasan terhadap kehidupan orang-orang di
Selatan. Realitas sebaliknya dari pandangan mengenai tanggungjawab orang kulit
putih adalah bahwa bumi dan orang-orang non kulit putih telah menghasilkan
berbagai bentuk kerusakan lingkungan dan menyebabkan kemiskinan. Benarkah
demikian. Berbagai fakta di lapangan justru menunjukkan fakta yang sebaliknya.
Masyarakat di negara Selatan (dalam hal ini perempuan) justru terlibat aktif dalam
gerakan penyelamatan lingkungan. Pada titik inilah isu feminisme dan gerakan
lingkungan menjadi menarik untuk dikaji .Dalam perspektif ekofeminisme, krisis
ekologis, sosial dan politik dewasa ini disebabkan tidak adanya keadilan,
perdamaian dan khususnya penghormatan dan penghargaan terhadap ciptaan.
Masyarakat Barat bercirikan tampilnya kekuasaan maskulin dalam kehidupan yang
ditunjukkan dengan teknologi dan kebijakan yang sulit menerima interupsi dan
kritik. Asumsi yang bekerja pada budaya patriarkhal adalah:1). Identifikasi
perempuan dengan fisik dan alam; 2). Identifikasi laki-laki dengan intelektual; 3)
asumsi dualistik pada inferioritas fisik dan superioritas mental. Pada titik ini
rasionalitas laki-laki Barat kulit putih yang mendominasi
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1.2. Permasalahan

Gerakan feminisme dan ekologi mempunyai tujuan yang saling memperkuat,
keduanya hendak membangun pandangan terhadap dunia dan prakteknya yang
tidak berdasarkan dominasi. Sehingga untuk merunut hal tersebut, kajian ini akan
mempertanyakan persoalan-persoalan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses terjadinya reproduksi pengetahuan yang justru memposisikan
perempuan (sebagai korban terbesar dalam kerusakan lingkungan) namun justru
dituntut untuk bertanggungjawab terhadap kerusakan lingkungan-=>?“blamed to

the victim”).

2. Merunut akar gerakan dan tipologi ekofeminisme serta bagaimana formulasi ke
depan atau gerakan ekofemisme seperti apakah yang mampu meminimalisir
“unequal power relations” dalam reproduksi pengetahuan lingkungan?

2. Landasan Filosofis: Pascakolonial dan Konstruksi Sosial Pengetahuan

Pada pengertian awalnya, pascakolonialisme mengacu pada munculnya
kecenderungan umum dalam kajian sastra yang dikembangkan dari teori-teori
sastra Persemakmuran dan kajian tentang Dunia Ketiga yang menganalisa efek-efek
global dari kolonialisme Eropa. Meskipun buku dari Edward Said yang berjudul
Orientalism yang diterbitkan tahun 1978 dipandang luas sebagai salahsatu teks
dasar dari kajian pascakolonial, namun istilah dan disiplin kajian itu sendiri adalah
produk dari tahun 1980-an dan 1990-an. Istilah pascakolonial itu sendiri terkadang
agak disalahpahami. Secara umum, pascakolonial tidaklah mengacu pada
pengertian harafiahnya yaitu periode sesudah periode kolonisasi. Yang diacu oleh
istilah pascakolonial ini sebenarnya bukanlah periode sesudah terjadinya
kemerdekaan di bekas-bekas koloni, melainkan pada periode yang dimulai dari
kolonisasi itu sendiri. Yang juga secara umum diacu oleh istilah pascakolonial
adalah kajian tentang interaksi atau dialektika kritis antara bangsa-bangsa Barat
dan masyarakat-masyarakat yang dikolonisasi pada periode modern. Dalam istilah
geografis, acuannya adalah himpunan ruang yang amat luas. Ashcroft, Griffiths dan
Tiffin® menjelaskan bahwa pascakolonial mengacu pada semua kebudayaan yang
dipengaruhi oleh proses penjajahan mulai dari saat kolonisasi sampai sekarang.
Pada masa penjajahan selama beberapa abad sampai dengan Perang Dunia
Pertama, imperium Eropa disebut-sebut menguasai sampai dengan 85% wilayah di
seluruh dunia. Karena itu kajian pascakolonial berusaha mempelajari berbagai
budaya dan sastra India, Afrika, Asia, Amerika Latin, Australia, bahkan juga Kanada
dan Selandia Baru. Pascakolonial juga kadang-kadang mencakup negara-negara
yang sedang berusaha meraih kemerdekaannya, atau orang-orang di Dunia
Pertama yang merupakan minoritas, atau bahkan juga bekas-bekas koloni yang
sekarang sedang berhadapan dengan bentuk-bentuk penguasaan neokolonial
melalui perluasan kapitalisme dan perkembangan globalisasi. Karena itu,

* Macey, 2000 : 304
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pascakolonial, alih-alih hanya mengindikasikan peristiwa sejarah yang spesifik dan
material, sebenarnya menjelaskan paruh pertama abad XX secara umum sebagai
suatu periode yang melewati puncaknya kolonialisme sehingga periode ini juga
dapat disebut sebagai periode yang masih mengandung kolonialisme meskipun
bentuknya berbeda. Pascakolonial juga dipakai untuk menandai suatu posisi yang
menentang imperialisme, Erosentrisme, dan Amerikanisme. Cara-cara Barat dalam
memproduksi dan menyebarkan pengetanuan di masa lalu dan masa kini menjadi
obyek kajian bagi mereka yang mencari cara-cara alternatif dalam.melakukan
ekspresi. Hal inilah yang memunculkan berbagai macam pengalaman, kebudayaan
dan masalah ketika masyarakat-masyarakat non Barat berhadapan dengan Barat.

Secara metodologis, kajian pascakolonial diwarnai oleh wacana-wacana teoritis
yang terkait dengan pascamodernisme, terutama ‘teori’ dekonstruksi Derrida®,
psikoanalisis Lacan dan bentuk-bentul analisis wacana yang sebagian berasal dari
pemikiran Foucault. Kajian ini didominasi oleh nama-nama besar semacam Homi
Bhabha, Edward Said dan Gayatri Spivak dan tokoh-tokoh lainnya yang rata-rata
menyuarakan keraguan terhadap narasi-narasi besar, baik tentang peradaban
maupun ilmu. Kajian pascakolonial juga menunjukan bahwa hubungan pusat-
pinggiran jauh lebih kompleks daripada yang biasanya dinyatakan oleh teori-teori
Marxis. Luasnya cakupan ‘pascakolonial’ telah menimbulkan gelombang wacana
dan perdebatan yang riuh. Meskipun sebagian intelektual berpandangan bahwa
kajian pascakolonial memiliki kelemahan dalam hal ketepatan analisis dan
kekurangan dalam hal partikularitas kesejarahan dan material, yang lainnya
berargumentasi bahwa sebagian besar bekas koloni masih jauh dari bebas akan
pengaruh atau dominasi kolonial dan tidak bisa dikatakan pascakolonial secara
harafiah. Dengan kata lain, dirayakannya kemerdekaan secara berlebihan oleh
banyak negara menutupi melajunya neokolonialisme dalam bentuk modernisasi
dan pembangunan di suatu masa dimana globalisasi, neoliberalisme dan
transnasionalisme semakin meningkat; sementara masih ada negara-negara koloni
yang berada dalam kendali asing.

Akan tetapi, terkadang penekanan perhatian terhadap hubungan penjajah/yang
dijajah mengaburkan adanya penindasan internal di dalam koloni-koloni.
Intelektual-intelektual lain mengkritik kecenderungan dunia ilmiah Barat yang lebih
menerima sastra dan teori pascakolonial yang sesuai dengan formulasi
pascamodern tentang adanya hibriditas® dan sinkretisasi, serta kurang
memperdulikan realisme kritis yang mengkaji adanya penindasan sosial dan rasial

* Derrida sendiri selalu menegaskan bahwa ‘dekonstruksi’ bukanlah teori atau filsafat atau sejenis proposisi yang
dapat diterapkan. Meskipun demikian, terdapat sejumlah prinsip umum yang membuat dekonstruksi ini dapat
dipakai sebagai strategi baru yang secara praktis dapat dipakai dalam melakukan pembacaan secara radikal

¢ Secara hibriditas mengacu pada karakterisitik tanaman atau hewan dimana terjadi percampuran sehinbba
menjadi mahluk yang berbeda. Dalam kajian pascakolonial, hibriditas adalah suatu ‘wilayah pinggiran’ dimana
kebudayaan yang berbeda-beda saling bertemu dan mengalami konflik, negosiasi dan dialektika sehingga
menggoyahkan setiap identitas yang stabil yang dikonstruksikan melalui oposisi semacam masa lalu-masa kini,
luar-dalam, atau inklusi-eksklusi. Hibriditas menawarkan kemungkinan untuk lepas dari identitas tunggal yang
dikontruksikan ketika kelas, ras, atau gender dipakai sebagai kategori utama. Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat

Bhabha (1994).
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tertentu. Meskipun terdapat banyak kritikan, kajian-kajian pascakolonial justru
semakin berkembang pesat karena wacana tentang pascakolonialitas juga
mengandung semangat kritis baik yang berakar dari tradisi yang dikembangkan dari
Mazhab Frankfurt maupun pascamodernisme dan pascastrukturalisme, yang
mengarah pada berbagai macam bentuk dominasi dan hegemoni. Kritik
pascakolonial inilah mendorong serangkaian penyelidikan atas hubungan-
hubungan kuasa dalam beragam konteks. Pembentukan imperium baru, dampak
kolonisasi terhadap sejarah, ekonomi, ilmu dan budaya pascakolonial; produksi
kebudayaan di masyarakat-masyarakat kolonial, pemberdayaan masyarakat yang
terpinggirkan, dan kondisi masyarakat pascakolonial dalam konteks ekonomi dan
budaya kontemporer adalah tema-tema luas yang dibahas dalam berbagai kajian
pascakolonial.

Pertanyaan-pertanyaan pascakolonial yang biasanya diajukan adalah : Bagaimana
pengalaman kolonisasi mempengaruhi yang dijajah dan juga yang menjajah?
Bagaimana kuasa kolonial dapat mengendalikan wilayah dunia non Barat yang
begitu luas? Jejak apa yang ditinggalkan oleh pendidikan, ilmu, dan teknologi
kolonial dalam masyarakat pascakolonial? Bagaimana jejak ini mempengaruhi
pembangunan dan modernisasi di bekas-bekas koloni? Apa saja bentuk-bentuk
perlawanan terhadap kendali kolonial? Bagaimana ilmu, teknologi, dan pengobatan
Barat merubah sistem pengetahuan yang ada? Bentuk-bentuk identitas
pascakolonial semacam apa yang muncul setelah perginya para penjajah? Dalam
hal seperti apa dekolonisasi (rekonstruksi secara bebas dari pengaruh kolonial)
dimungkinkan? Apakah formulasi Barat tentang pascakolonialisme terlalu melebih-
lebihkan hibriditas sehingga mengorbankan realitas nyata? Haruskah dekolonisasi
terjadi dalam bentuk kembalinya secara agresif ke masa lalu pra kolonial? Apa
sajakah bentuk-bentuk baru imperialisme yang menggantikan kolonisasi dan
bagaimana munculnya? Bagaimana gender, ras, dan kelas berfungsi dalam wacana

kolonial dan pascakolonial?

Dari sekian banyak pertanyaan diatas, yang belum begitu banyak diangkat dan
diolah lebih lanjut adalah pertanyaan terakhir, terutama yang terkait dengan isu
gender yang dimunculkan oleh feminisme. Feminisme sendiri di banyak masyarakat
bekas jajahan, termasuk Indonesia, belum banyak dikaitkan dengan
pascakolonialitas. Padahal, apabila dilihat secara mendalam, akan terlihat bahwa
kajian feminisme memiliki beberapa kesamaan dengan kajian pascakolonial
sehingga menurut pandangan penulis, keduanya memiliki kesamaan. Pertama,
keduanya bersifat politis dalam artian berjuang melawan penindasan dan
ketidakadilan. Selain itu, keduanya menolak sistem yang hirarkhis dan patriarkhis,
yang didominasi oleh laki-laki kulit putih yang hegemonis, dan karena itu menolak
supremasi kuasa dan wewenang maskulinitas. Dalam perspektif penulis melihat
bahwa imperialisme, seperti halnya patriarkhi, adalah ideologi hegemonis-
‘phallocentric’’yang menekan dan mendominasi subyek. Dalam pemahaman ini,

7 ‘phallo-centric’ merupakan kecenderungan untuk memandang bahwa pembedaan seksual ditentukan oleh
keistimewaan ‘phallus’ yang tiada lain merupakan simbol imajiner dan simbolik dari penis sebagai penanda
utama maskulinitas, Hal ini membuat si pemilik ‘phallus’ (laki-laki) dikonstruksi sebagai, apapun, bagaimanapun
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perempuan sama saja dengan subyek yang terkolonisasi. Para teorisi pascakolonial
bereaksi terhadap kolonialisme dalam artian politik dan ekonomi, sedangkan teorisi
feminis menolak kolonialisme dalam artian seksualnya.

Sebagai peletak awal kajian pascakolonial, buku Edward Said Orientalism tidak
secara eksplisit menyebutkan isu gender, namun demikian, Philpott (2003:42)
menyebutkan bahwa meski karya Said tidak secara tersurat menyebutkan isu
gender, namun karya itu menciptakan kondisi-kondisi diskursif yang
memungkinkan analisis gender yang bernuansa pascakolonial. Selain itu, menurut
Lewis (2002), ketiadaan isu gender dalam kajian tentang orientalisme telah
tertutup dengan munculnya sejumlah penulis yang selain memakai perangkat
konseptual Said juga terinsipirasi oleh karya-karya Gayatri Spivak dimana berbagai
kajian mengenai hubungan-hubungan global yang bersifat kesejarahan dan
ekonomi serta membentuk wacana-wacana kekuasaan telah merumuskan-ulang
pengetahuan tentang proses-proses pembentukan subyek gender, ras dan kelas
yang saling terkait satu sama lain.

Di antara penulis yang memakai landasan konseptual orientalisme dari Said adalah
Anne McClintock dalam bukurya yang terkenal Imperial Leather (1995). Prinsip
utama dari McClintock adalah membantah pernyataan bahwa imperialisme dan
kolonialisme bukanlah sesuatu yang menjadi bagian definitif dari identitas Barat.
Bahkan sebaliknya, imperialisme, kolonialisme dan juga penciptaan ras adalah
aspek-aspek mendasar dari modernitas industrial Barat. Namun meski yang
menjalankan perahu menuju daerah kolonial adalah laki-laki kulit putih, demikian
pula yang memiliki dan menguasai pertambangan, yang mengomandani aliran
modal global dan membentuk birokrasi imperial, serta yang memiliki dan
mengelola 85% permukaan bumi, namun hubungan yang penting tetapi
tersembunyi antara gender dan imperialisme sampai sekarang tidak diakui atau
dipandang sebagai kecelakaan belaka®.

Kajian-kajian pascakolonial telah menunjukan bahwa perempuan dan laki-laki di
daerah jajahan tidak mengalami imperialisme dalam cara yang sama’. Imperialisme
dan kolonialisme Eropa meski semenjak awalnya merupakan persaingan yang keras
dengan hirarkhi kekuasaan yang sudah ada di daerah jajahan, namun cara yang
digunakan adalah melakukan campur tangan secara oportunis dengan urusan-
urusan yang ada dalam rezim kekuasaan tersebut. Proses tersebut juga mampu
merubah arah dari imperialisme itu sendiri sehingga tidak sama persis dengan
proyeksi dari para imperialis. Hal ini dikarenakan dinamika kebudayaan di daerah
jajahan juga berbeda-beda, termasuk dalam hal hubungan-hubungan gender.
Karenanya, imperialisme memiliki bentuk yang berbeda-beda di banyak tempat di
dunia.

dan kapapun, selalu lebih unggul daripada yang tidak memilikinya (perempuan). Untuk lebih jelasnya, silahkan
lihat pemikiran Jacques Lacan yang dibahas oleh Bracher (2005)

® Loomba (2002) menggambarkan adanya tradisi panjang yang menggambarkan empat benua di luar Eropa
digambarkan sebagai perempuan yang diposisikan untuk ditemukan, ditaklukkan, dan dijarah

% Mc Clintock, 1995 : 6
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Perempuan-perempuan di daerah jajahan, sebelum terjadinya kolonialisme sudah
merupakan kelompok yang tidak diuntungkan (dengan cara yang berbeda-beda)
dalam masyarakat mereka sendiri. Kedatangan para penjajah ikut merubah
perlakuan yang mereka alami, baik dalam konteks seksual maupun ekonomi
(ketenagakerjaan) dimana bentuk-bentuknya berbeda dengan perlakuan yang
mereka terima dari kaum laki-laki yang juga terjajah. Perempuan-terjajah yang
berposisi sebagai budak, buruh tani, pembantu rumah tangga, pelacur dan selir dari
para penjajahnya, harus menegosasikan bukan saja hubungan mereka vang tidak
setara dengan kaum laki-laki tetapi juga para bangsawan pribumi (terjajah) serta
hirarkhi aturan dan larangan yang membentuk hubungan baru dengan laki-laki dan
perempuan dari kalangan penjajah®.

Imperialisme dan kolonialisme tidak mungkin dapat dipahami secara penuh tanpa
teori tentang hubungan-hubungan gender. Kuasa gender memang bukan penentu
utama mekanisme hubungan-hubungan kelas dan ras di wilayah jajahan. Tetapi
dinamika hubungan gender semenjak awalnya memang sangat penting untuk
mengamankan dan memelihara imperialisme. Betapapun juga gender bukanlah
satu-satunya dinamika industrial dari imperialisme dan kolonialisme, juga bukan
yang dominan, Semenjak tahun 1970an, kritik feminis telah muncul —umumnya dari
perempuan kulit berwarna- untuk menantang sejumlah feminis Erosentris yang
mengklaim berhak berbicara atas nama kaum perempuan secara universal dan
mengistimewakan isu gender di atas semua isu lainya. Seorang feminis
pascakolonial, Hazel Carby, menyebutkan bahwa para feminis kulit putih cenderung
menulis sejarah mereka sendiri dan menyebutnya kisah tentang kaum perempuan,
namun mengabaikan kehidupan kaum perempuan di wilayah-wilayah non Barat
sekaligus menolak kemungkinen adanya hubungan dengan kaum perempuan di
kawasan terjajah ini (ibid : 7). Bahkan feminis kulit putih dituduh mengalami pula
amnesi sejarah seperti yang dialami oleh para sejarahwan kulit putih, karena
mengabaikan berbagai hal dimana perempuan kulit putih menikmati keuntungan
dari ketertindasan orang-orang kulit non putih.

Apa yang diungkapkan oleh McClintock seperti diatas menunjukan adanya
kebutuhan bagi feminisme untuk mengambil acuan dari kajian-kajian pascakolonial.
Kajian-kajian pascakolonial, misalnya, dapat menunjukan betapa tidak ada satupun
negara bangsa yang baru saja merdeka yang secara langsung memberikan hak dan
sumber daya nasional yang sama kepada laki-laki dan perempuan. Kebutuhan-
kebutuhan negara bangsa diidentifikasi, sebagian besar, dengan konflik, aspirasi
dan kepentingan kaum laki-laki.

Berdasarkan deskripsi di atas, kajian tentang ekofeminisme ini akan dibingkai
dalam landasan pascakolonial, hal ini mengingat kompleksnya persoalan relasi
perempuan dalam ekologi.

¥ Mc Clintock memberikan contoh bagaimana Afrika, dalam wacana kolonialisme, dinamakan sebagai the
European porno-tropics yang menunggu penetrasi hasrat penjajat heteroseksual
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3. Kerangka Teoritikal-Konseptual

3.1, Ekologl dan Feminisme

Kata “Eko” dalam ekologi berasal dari bahasa Yunani Oikos yang berarti rumah-
tempat tinggal: tempat tinggal semua perempuan dan laki-laki, hewan, tumbuhan,
air, tanah, udara, dan matahari. Ekologi mempelajari hubungan antara manusia dan
lingkungan hidup, mengkaitkan ilmu kemanusiaan dan ilmu alam-bersifat
interdisipliner. Kesadaran ekologi hendak melihat kenyataan dunia ini secara
integral holistik, bahwa dunia yang satu itu ternyata mungandung"banyak
keanekaragaman (Isshiki, 2000). la sekaligus merupakan reaksi kritis atas
pandangan umum terhadap dunia yang dualistis-dikotomis. Usaha pelestarian
lingkungan dimengerti sebagai kesediaan manusia untuk mengakui
keterbatasannya, bahwa ia tidak pernah dapat memahami sepenuhnya kerja
dunia dan semua unsurnya. Maka, ia mau bekerja sama dengan alam
lingkungan untuk mengarahkan hidup ini secara bersama-sama kepada
kesejahteraan seluruh anggota komunitas dunia ini.ltu berarti mengakui dan
menghargai hak hidup setiap makhluk sebagai subyek yang mandiri dan
bermartabat dalam dunia yang konkret integral. Secara aksiologis, ekologi
manusia juga makin diperkaya oleh munculnya fenomena risk society dalam etika-
estetika peradaban moderen. Sistem masyarakat beresiko terbentuk sebagai akibat
penggunaan teknologi dan gaya hidup moderen yang serba ‘short —cut’, eksploitatif
terhadap sumberdaya alam, serta serba instan tanpa mengindahkan dampaknya
pada generasi mendatang. Munculnya sistem sosial modern yang unsustainable
telah menumbuhkan dan menguatkan perhatian para scholars pada etika
ekosentrisme™® (sebagai pengganti antroposentrisme'?)(Dharmawan, 2006).

Hakikat feminisme adalah perlawanan, anti, dan bebas dari penindasan, dominasi,
hegemoni, ketidakadilan, dan kekerasan terutama yang terjadi pada perempuan.
Feminisme, meskipun memiliki banyak bentuk, intisarinya adalah suatu prinsip
bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan selalu diwarnai ketidakadilan dan
penindasan yang kebanyakan terjadi pada perempuan. Semua bentuk feminisme
berusaha untuk melakukan identifikasi penyebab ketidakadilan itu dan berusaha
mengatasinya dimana isu tentang siapa atau apa yang sebenarnya memproduksi
dan mereproduksi hal itu menjadi salahsatu perbedaan diantara para feminis®.
Meskipun demikian, ada semacam kesapakatan bahwa keberpihakan feminisme
dengan demikian jelas terhadap perempuan sebagai pihak yang dilemahkan dan
dirugikan oleh sistem yang ada. Pemakaian istilah feminisme itu sendiri dapat

U £tika yang memandang bahwa kedudukan manusia dan alam adalah sejajar dimana hak dan kewajiban manusia
serta alam adalah sama. Dalam etika ini dikembangkan prinsip saling menghormati di antara komponen-
komponen biotik dan ablotik yang menyusun keseluruhan sistem biosfer alam.

2 ftika yang mengagungkan posisi manusia di atas segala-galanya dalarn biosfer planet bumi. Manusia menjadi
pusat pengaturan(dan penikmat)sistem kehidupan alam. Segala sesuatu yang berada di luar manusia(tumbuhan
dan hewan serta sumberdaya alam lainnya) semata-mata ada demi memenuhi kebutuhan hidup manusia, oleh
karenanya manusia boleh mengeksploitasinya tanpa perlu memikirkan untuk melakukan rehabilitasi dan

perbaikan kualitas sumberdaya alam yang ada.

B Macey, 2000:122
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~ dilacak pada kata Prancis feminisme yang muncul sekitar tahun 1830an, dan istilah
ini dipakai oleh sosialis utopian Charles Fourier yang memang melilat bahwa
pembebasan perempuan merupakan tindakan emansipasi masyarakat secara
menyeluruh. ‘Feminisme’ mulai diserap dalam bahasa Inggris di sekitar tahun 1851
dimana 40 tahun kemudian, dipersamakan dengan pembelaan hak-hak
perempuan. Berbagai macam kampanye di tahun 1940an yang menyuarakan hak
pilih bagi perempuan dalam pemilihan umum untuk memilih rezim pemerintahan
dapat dipandang sebagai gelornbang pertama feminisme modern. Sementara yang
dianggap sebagai gelombang kedua-nya adalah gerakan pembebasan kaum
perempuan vyang mulai semarak tahun 1970an. Tahun 1980an biasanya
digolongkan sebagai dekade serangan-balik terhadap feminisme atau suatu masa
dimana terjadi perang yang tidak dideklarasikan terhadap perempuan yang
terutama terjadi di media dengan salahsatu tudingan yakni “feminisme telah
berjalan terlalu jauh” (ibid:124). Namun pada periode yang bersamaan munculah
kajian perempuan atau kajian gender sebagai salahsatu disiplin akademis yang
penting. Selain itu pada periode ini pula, tempat-tempat penerbitan karya-karya
feminis mengalami perkembangan pesat dan kesadaran masyarakat mengenai
gender juga semakin berkembang pula.

Bagi para feminis di Dunia Ketiga, feminisme bukanlah semata-mata peniruan dari
Barat yang asing bagi perempuan di Timur. Feminisme hadir bersamaan dengan
kesadaran yang dimiliki perempuan, dalam lingkup personal maupun publik,
dimana mereka menyadari ketidakadilan dan mengambil langkah untuk
mengubahnya. Feminisme di Asia, misalnya, muncul pada abad XIX dalam konteks
kesadaran tentang hak-hak demokratis dan ketidakadilan yang menimpa
perempuan. Kesadaran ini muncul dalam kerangka perjuangan melawan kekuasaan
kolonial sekaligus kekuatan despotis dari penguasa lokal. Hal ini dicontohkan oleh
Jayawardena (1986) yang menguraikan bahwa perbincangan mengenai hak
perempuan dalam pendidikan sudah ada di Cina semenjak abad XVIil.

Feminisme, sebagaimana halnya pascakolonialisme, tidaklah memiliki landasan
teoritis yang tunggal sehingga feminisme tidak pernah berwajah tunggal. Berbagai
macam tradisi filsafat dan aliran pemikiran sosial mewarnai feminisme. Misalnya
saja feminisme-sosialis yang melihat bahwa ketidakadilan antar jenis kelamin
disebabkan oleh strukur hubungan sosial dan ekonomi dari kapitalisme.
Feminisme-radikal cenderung melihat bahwa struktur ketidakadilan pada
perempuan berakar pada ideologi patriarkhi, yaitu ideologi yang mendasarkan diri
sepenuhnya pada kekuasan laki-laki, berpusat pada laki-laki, yang secara sistemik
berada dalam lembaga sosial-ekonomi-politik-budaya. Sedangkan feminisme liberal
melihat bahwa sumber penindasan perempuan adalah belum diperoleh dan
dipenuhinya hak-hak perempuan dimana perempuan didiskriminasi hak,
kesempatan, dan kebebasannya karena ia perempuan®, Aliran-aliran ini, meskipun
terlihat memiliki perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan, namun sebenarnya

¥ Arimbi Heroepoetri dan Valentina, 2004:36
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dapet saling -melengkapi sehingga feminisme, baik sebagai wacana maupun
ideologi, mampu menjangkau segala ranah kehidupan.

Gerakan feminisme dan ekologis mempunyai tujuan yang saling memperkuat,
keduanya hendak membangun pandangan terhadap dunia dan prakteknya
yang tidak berdasarkan model-model dominasi. Seperti yang dikemukakan
Rosemary Radford Ruether : ada kaitan yang sangat penting antara pola dominasi
terhadap perempuan dan perlakuan dominasi terhadap alam (kaitan antara
isu feminisme dan environmentalisme ). Kedua wujud dominasi ini
menyangkut kenyataan yang patriarkhis dan kyriarkis. Kehancuran ekologis
saat ini tidak hanya akibat pandangan dan praktek yang antroposentris tapi
juga androsentris. Kedua gerakan ini mengkrmSI kompetisi, agresi dan domma
si yang dihasilkan ekonomi modern®%; dan menjadi gerakan pembebasan.*
Kaitan antara feminisme dan Iingkungan hidup / ekologi adalah historis dan
kausal6é Para filsuf ekofeminis berpendapat konsepsi dasar dari dominasi
kembar terhadap alam dan perempuan adalah dualisme nilai dan hirarki nilai.
Maka peran etika feminisme dan lingkungan hidup adalah mengekspos dan v
membongkar dualisme ini serta menyusun kembali gagasan filosofis yang
mendasarinya. Termasuk juga memperhitungkan kerangka kerja konséptual
patriarkhal yang menindas seperti rasisme, sistem kelas, heterose}f’swme

seksisme.

3.2. Relasi antara Alam dan Perempuan
3.2.1. Carolyn Merchant: Perempuan dan Alam sebagai Badan Pengetahuan

Pada sub bab di atas telah dijelaskan bahwa isu lingkungan hidup sebenarnya
sangat berkaitan dengan perempuan, yaitu ada persamaan berupa pola
dominasi terhadap perempuan dan perlakuan dominas/ terhadap alam:
Sementara itu menurut mitos-mitos yang ada di masyarakat, perempuan
sering diasosiasikan dengan alam. Sebut saja misalnya perempuan diandaikan.
sebagai bumi, bunga, ayam, malam, bulan dan padi. Kadang mitos-mitos
tersebut bukanlah mitos-mitos yang thempunyai makna positif tetapi justru
banyak vang negatif. Pada titik ini, ide-ide dan aktivitas feminisme pernah
menaruh curiga pengasosiasian perempuan dengan alam.

Namun, bila perempuan dan alam diterjemahkan sebagai suatu badan
pengetahuan, maka, persoalan mitos akan terkikis dan yang kemudian muncul
adalah sebuah sistem interaksi yang memungkinkan untuk memahami
epistemologi feminis dalam lingkungan. Carolyn Merchant (1980) seorang
profesor University of Berkeley dalam bidang lingkungan, sejarah dan filsafat,
menggambarkan sistem interaksi tersebut sebagai sebuah konsep kerangka
kerja untuk me-reinterpretasi ekologi dan menghasilkan revolusi ekologis, di
mana di sana peran perempuan menjadi penting.

Apabila kita perhatikan dalam tabel 1 dibawah tersebut terlihat bahwa
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Carolyn Merchant rnenggaris bawahi empat hal yang saling berkaitan yakni
ekologi, produksi, reproduksi dan kesadaran. Di lingkaran paling dalam
tertera inti dari ekologi (ecological core) yang berinteraksi dengan produksi-
produksi manusia. Tanaman, binatang, bakteri, fangus, mineral saling
menukarkan energi termasuk juga dengan manusia. Produksi manusia
(ekstraksi, proses, dan penukaran komoditas) diarahkan pada pembuatan
makanan, baju, temp at tinggal atau yang dapat membuat profit gatam
perdagangan, industiralisasi dan kapitalisme. Ketika ifdustrialisasi
meningkat, sektor nilai menurun dan crientasi pasar menjadi penting dan
berkembang (seperti yang terlihat dari tanda panah). Dalam lingkaran di
tengah terlihat reproduksi manusia dan nonmanusia yang berperan.
Perhatikan bagaimana dalam reproduski . manusia terlihat pentingnya
peranan kehidupan sehari-hari rumah tangga, sosialisasi keluarga can
komunitas.

Kesadaran manusia berada pada lingkaran-luar yang merepresenta‘sikan
hasil refleksi alam dalam mitos, kosmologi, agama, filsafat,~" ilmu
pengetahuan, bahasa dan seni. Melalui etika, nilai-nilai moral, taboo, ritual,
permainan dan seni tari, semua ini, diterjemahkan ke dalam v;fhdakan dan
tingkah laku yang mempengaruhi lingkungan, produksi dan rep/roduksi.

Secara keseluruhan tabel ini menunjukkan keterkaitan lingkungan dengan
seluruh aspek manusia dan non-manusia yang tidak dapat dipisahkan dan
saling tergantung secara keseluruhan.
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3.2.2. Karen J Warren: Relasi Dominasi terhadap Alam dan Perempuan

Menurut Karen J. Warren (1983), keyakinan, nilai, sikap, dan asumsi dasar dunia Barat atas
dirinya sendiri dan orang-orangnya dibentuk oleh bingkai pikir konseptual patriarkal yang
opresif, yang bertujuan untuk menjelaskan, membenarkan, dan m;{njaga hubungan antara
dominasi dan subordinasi secara umum serta dominasi laki-laki te}hadap perempuan pada
khususnya. Ciri-ciri yang paling jelas dari bingkai pikir ini adalah: (1) pota pikir berdasarkan
nilai hirarkis, yaitu, pola pikir "atasbawah" yang memberikan nilai, status, atau
prestise yang lebih tinggi kepada apa_yang "di atas" daripada kepada apa yang "di
bawah"; (2) dualisme nilai, misalnya pasangan yang berbeda yang dipandang
sebagai oposisi (dan bukannya melengkapi) dan eksklusif (dan hukannya inklusif),
dan yang menempatkan nilai (status, prestise) kepada salah satu dari suatu
pasangan gagasan daripada yang lain (dualisme yang memberikan nilai atau status
yang tinggi kepada apa yang secara historis diidentifikasi sebagai "pikiran", "nalar",
dan "laki-laki" daripada pada apa yang secara historis diidentifikasi sebagai
“tubuh", "perasaan", dan "perempuan”); dan (3) logika dominasi, yaitu struktur
argumentasi yang menuju kepada pembenaran subordinasi.

Menurut Warren, modus berpikir patriarki yang hirarkis, dualistik, dan opresif telah
merusak perempuan dan alam. Jelas, karena perempuan telah ‘"dinaturalisasi"
(natural=alamiah) dan alam telah "difeminisasi”, maka sangatlah sulit untuk mengetahui
kapan opresi yang satu berakhir dan yang lain mulai. Warren menekankan bahwa
perempuan "dinaturalisasi" ketika mereka digambarkan melalui acuan terhadap binatang,
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misalnya, "“sapi, serigala, ayam,ular, anjing betina, berangberang, kelelawar, kucing
Demikian pula alam "difeminisasi" ketika "ia" diperkosa, dikuasai, ditaklukkan,
dikendalikan, dipenetrasi, dikalahkan, dan ditambang oleh laki-laki, atau ketika "ia"
dihormati atau bahkan disembah sebagai "Ibu" yang paling mulia dari segala ibu. Jika laki-
laki adalah tuan dari alam, jika laki-laki telah diberi kekuasaan atas alam, maka ia
mempunyai kendali tidak saja atas alam, tetapi juga atas perempuan. Apa pun yang dapat

dilakukan laki-laki terhadap alam dapat dilakukan kepada perempuan. o

Ketidakadilan terhadap perempuan dalam lingkungan ini berangkat
pertama-tama dari pengertian adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh
manusia terhadap non-manusiad atau alam. Karena perempuan selalu
dihubungkan dengan alam, maka, secara konseptual, simbolik dan linguistik
ada keterkaitan antara isu feminis dan ekologis. Lebih jauh menurut, Karen J
Warren, hal ini tidak mengherankan mengingat bahwa masyarakat kita
dibentuk oleh nilai, kepercayaan, pendidikan, tingkah laku yang memakai
kerangka kerja patriarki, di mana ada justifikasi hubungan dominasi dan
subordinasi, penindasan terhadap perempuan oleh laki-laki. Atas dasar
pemikiran tersebut, maka para feminis harus menyadari kéterkaitan
perempuan dengan alam. Namun, harus hati-hati pula untuk me,r/rbrik makna
"perempuan dan alam" secara sederhana sebagai interpretasi adanya
penindasan seperti yang telah ditunjukkan dalam penjelasan sebelumnya.
Yang perlu digarisbawahi di sini adalah menyadari adanya hubungan
kekuasaaan yang tidak adil, adanya model relasi dominasi di dalam wacana
lingkungan hidup yang sama persis dengan wacana perempuan. Langkah
selanjutnya, adalah juga untuk tidak menginterpretasikan karakteristik
perempuan dengan alam yang melemahkan perempuan, misalnya dengan
menarik kesimpulan bahwa "dengan demikian perempuan karena secara
karakteristik sama dengan alam, maka, ia bersifat sebaZai perawat, penjaga,
dan pelestari alam". Ini artinya tugas tersebut didefinisikan bukan karena
kesadaran tetapi karena kodrat. Pemikiran yang ingin mengembalikan
perempuan kepada kodrat inilah yang amat berbahaya karena bermain
diantara "menyanjung" dan "menindas" perempuan. Para ekofeminis tidak
ingin mengembalikan perempuan pada argumentasi kodrat akan tetapi ingin
melihatnya sebagai argumentasi berdasarkan kesadaran feminis, yakni,
melihat adanya relasi yang menindas di dalam wacana lingkungan dan
sebagai akibatnya ada ketidakadilan di dalam relasi masyarakat.

3.3. Ekofeminisme: Akar Gerakan dan Tipologinya
3.3.1. Akar Gerakan Ekofeminisme

Sebenarnya, dalam nomenklatur gerakan sosial, ekofeminisme adalah istilah baru
untuk gagasan lama. Istilah ekofeminisme mulai populer di akhir tahun 1970-an
dan 1980-an sebagai protes dan aktivitas menentang perusakan lingkungan hidup
yang berlanjut jadi bencana ekologis secara berulang-ulang. Ekofeminisme adalah
“politik” berskala planetarium yang menyorot segala persoalan tidak secara
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atomistik dan parsial melainkan memandang interkoneksi antar pelbagai elemen
secara holistik. ‘

Ekofeminisme juga menyalakan kembali api spiritualitas yang kerap diabaikan baik
oleh Materialisme Marxist juga oleh Kapitalisme Patriarkis. Spiritualitas
ekofeminisme mempunyai signifikasi ekologis dalam rangka penemuan kembali
kesucian kehidupan berbasis ibu pertiwi yang selama ini dimaskulinisasi demi
kepentingan industrial Kaum perempuan yang menganut aliran ekofeminisfrie
sepakat bahwa perempuan harus mengambil porsi lebih besar dalam gerakan
perdamaian. Frangoise d’Eaubonne yang pertama kali memperkenalkan "Revolusi
Ekologis" juga berpendapat hanya perempuanlah yang cocok mengemban misi
perdamaian. Perempuan memiliki potensi melakukan revolusi ekologis, sebab
kedekatannya dengan konsep ibu Bumi (mother’s nature). Sementara laki- laki
justru harus disadarkan dari sikap destruktifnya. la mengingatkan kerusakan
peradaban pasti akan terus terjadi bila kekuasaan masih tetap digenggam laki-laki.
Kurang lebih satu dasawarsa setelah Eaubonne mempopulerkan istilah itu, Karen J. Warren
menspesifikasi lebih jauh asumsi dasar dari ekofeminisme. la mengatakan: "(1)_,a'da
keterkaitan penting antara opresi terhadap perempuan dan opresi terhadap,alam; (2)
pemahaman terhadap alam dalam keterkaitan ini adalah penting untuk mgndapatkan
pemahaman yang memadai atas opresi terhadap perempuan dan opresi terhgéfap alam; (3)
teori dan praktik feminis harus memasukkan perspektif ekologi dan (4) pemecahan
masalah ekologi harus menyertakan perspektif feminis.

Di tengah kondisi masih dominannya logika dualistik, termasuk dalam pemikiran
feminisme, maka ekofeminisme bisa menjadi salah satu alternatif yang
mencerahkan. berusaha melepaskan diri dari logika dualistik itu, dengan
menunjukkan tinjauan kritisnya tepat pada salah satu pilar utama modenisme,
yakni paradigma Cartesian-Newtonian di atas. Ekofeminismg memiliki nilai lebih
karena tidak hanya memfokuskan diri pada subordinasi pe(rempuan, tetapi juga
subordinasi alam-lingkungan (ekosistem) di bawah kepentingan manusia. Dengan
demikian, ekofeminisme sekaligus mengkritisi pilar-pilar modernisme yang lain,
yakni "antroposentrisme" (faham yang menempatkan posisi dan kepentingan
manusia lebih di atas kepentingan makhluk lain) dan "androsentrisme" (faham yang
menempatkan posisi dan kepentinéan laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan
posisi dan kepentingan kaum perempuan). :

Kelebihan ekofeminisme bukan hanya karena ia mampu menerangkan latar
belakang subordinasi perempuan, tetapi juga latar belakang kerusakan lingkungan
hidup global. Ekofeminisme melihat masalah sosial, kultural dan struktural, yang
berupa dominasi yang sangat kuat dalam relasi antarkelompok manusia (ras, etnik,
negara, bangsa, agama, seks, jender) dan relasi antarmanusia dengan alam-
lingkungannya yang mengakibatkan banyaknya penderitaan bagi manusia itu
sendiri, yang berupa perang maupun kehancuran lingkungan hidup. Ekofeminisme
pun kemudian menemukan titik tolak bersama (common denominator) yang tepat
menggambarkan betapa energi feminitas sangat berpotensi menjaga kelestarian
lingkungan hidup, kelestarian planet Bumi, planet tempat kita (lelaki maupun
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perempuan) hidup. Ekofeminisme dengan sangat baik juga mampu menerangkan
betapa hipermaskulinisme ternyata juga berperan pula terhadap  kerusakan
ekosistem.

3.3.2. Tipologi Ekoferninisme

Meskipun ekofeminisme setuju bahwa bubungan antara perempuan dengan alam
adalah penyebab utama seksisme dan naturisme, mereka tidak bersepakat dalam
hal apakah hubungan perempuan dengan alam, pada dasarnya, bersifat biologis
dan psikologis, ataukah, pada dasarnya, bersifat sosial dan kultural. Mereka juga
tidak sepakat mengenai hal -apakah perempuan harus menghilangkan,
menekankan, atau membentuk kembali hubungannya dengan alam.Pada titik
inilah, sama halnya dengan beragamnya aliran feminisme sendiri, muncul pula
beragam aliran ekofeminisme. Tabel 2 di bawah ini akan mencoba memetakan
tipologi dari beberapa aliran ekofeminisme.

Tabel 2: Perbandingan Tipologi Aliran Ekofeminisme By
r/.’
Ekofeminisme Ekofeminis Spiritual | Ekofeminis Ekofeminis ;J"
Alam/Kultural Sosial/Konstruk /7
si Sosial Transformatif
Asumsi Berusaha Berusaha Menghilangkan | 1) mengakui dan mengeksplisitkan
tentang memperkuat-> memperkuat->ada penekanan S_ahng keterk,a'tan antacdisema
. sistem opresi. 2). menekankan
hubungan Bahwa sifat2 hubungan yang hubungan keberagaman pengalaman
Perempuan- yang dekat antara perempuar- perempuan, dan menghindari
Alam dihubungkan degradasi alam->mahkluk | pencarian “perempuan” dan
dengan lingkungan dan hidup adalah pengalaman bersamanya. 3).Menolak
kevaki b tamiah logik;’ dominasi. 4) memikirkan ulang
perempuan eyakinan bahwa alamiah dan apafrtinya menjadi manusia, dan
bukan semata- Tuhan memberikan juga kultural defgan penuh keberanian
mata hasil manusia mempertimbangkan kembali apakah
konstruksi “kekuasaan” atas manusia harus memandang

"kesadaran" (dan rasionalitas), tidak

kultural namun bumi->Hubungan . ) . .
saja sebagai pembeda manusia dari

juga produk perempuan dingan bukan-manusia, tetapi juga
dari alam lebih . menjadikan manusia lebih baik
pengalaman diuntungkan daripada bukan-manusia. 5)

bergantung pada etika yang

aktual biologis daripada hubungan o L
menekankan nilai-nilai "feminin"

dan psikologis laki-laki alam. Fokus tradisional yang cenderung untuk
pada penyembahan menjalin, saling menghubungkan, dan
terhadap dewi kuno menyatukan manusia. 6)

berpendapat bahwa ilmu

. . pengetahuan dan teknologi hanya
astikmisrica dipergunakan untuk menjaga
kelangsungan bumi

dan ritual penduduk

Akar Radikal Kultural | Radikal Kultural Sosialis Transformatif

Feminisme

Tokoh Mary Starhawk Dorothy Maria Mies dan Vandana Shiva
Daly:Gyn/Ecolo Dinnerstein,
gy; Susan Griffin Karren J Warren

Sumber: Dirangkum dari berbagai sumber, al Putnam Tong (1998), Sturgeon(1997)

120 | wulan, T.R. Ekofeminisme Transformatif




4. Ekofeminis Transformatif: Dekonstruksi Relasi Perempuan Lingkungan bagi
Negara Dunia Ketiga .

4.1. Whose Knowledge, Whose Nature: Pengetahuan dan Marginalisasi Perempuan
Dunia Ketiga
N

Dalam bukunya “Eco-Feminism”, Vandana Shiva (2005) e/njelaskan sejarah
penjajahan yang dilakukan negara kulit putih (negara —negara Utara) terhadap
negara-negara Selatan, terjadi hingga saat ini. Karena merasa diri supétior, maka
dengan superioritasnya mereka merasa bertanggungjawab atas masa depan bumi
dan masyarakat serta kebudayaan lain, artinya bahwa setiap saat Utara memiliki
tuntutan baru atas pengawasan terhadap kehidupan orang-orang di Selatan.
Realitas sebaliknya dari pandangan mengenai tanggungjawab orang kulit putih
adalah bahwa bumi dan orang-orang nnn kulit putih telah menghasilkan berbagai
bentuk kerusakan lingkungan dan menyebabkan kemiskinan. Benarkah demikian.
Berbagai fakta di lapangan justru menunjukkan fakta yang sebaliknya. Masyarakat
di negara Selatan (dalam hal ini perempuan) justru terlibat aktif dalam gerakan
penyelamatan lingkungan. Namun mengapa dalam relasi pengetahuan .dan
kekuasaan yang terbentuk, justru masyarakat subordinat dunia ketiga 7(;'9g§ya?akat
lokal, kelompok miskin dan kaum perempuan) yang menjadi korban darj kerusakan
lingkungan yang harus menanggung beban penderitaan terbesar ju;{%u menjadi
kelompok yang dipersalahkan (blamed to the victim). '

Hal ini tidak terlepas dari sejarah pernbentukan opini publik dan pembentukan
persepsi tentang environmental crises yang terus-menerus dan secara kontinu
diproduksi dan direproduksi oleh sistem ilmu pengetahuan dalam sistem budaya
masyarakat. Dalam pandangan Raymond L Bryant melalui tulisannya “Power,
knowledge and Political Ecology in the Third World: a review, proses-proses “the
Politics of Environmental Knowledge Reproduction bersumberkan pada dua sistem
masyarakat pada lapisan sosial yang berbeda. Mendasarkgn pada analisis neo-
Marxian, Bryant menganalisis bahwa reproduksi pengetahyian (yang berimplikasi
pada reproduksi penguasaan lingkungan) tercipta karena ada konflik politik ekologi
antara 2 dua lapisan sosial masyarakat, pertama elit politik dan ekonomi yang
memiliki kekuasaan untuk menjustifikasi kebijakan yang “dianggap jauh lebih baik”
dan kedua adalah kelompok subordinat (masyarakat lokal, kelompok miskin dan
kaum perempuan) yang melawan kelompok elit melalui “budaya resisten”.

Untuk menggambarkan kondisi ini, Bryant menunjukkan pengenalan “scientific
forestry” di Asia. Sistem manejemen kehutanan model Jerman ini dipertamakali
diperkenalkan di negara Birma dan India (jajahan Inggris) dan Indonesia (jajahan
Belanda) sebelum diperkenalkan ke negara jajahan yang lain di akhir abad 19 dan
awal abad 20. Tujuan utama dari “scientific forestry” adalah meningkatkan
produksi kayu untuk kepentingan jangka panjang, khususnya kayu jati dan deodar,
yang diperuntukkan kepentingan negara penguasanya. Supaya sistem ini berjalan
dengan sukses, perlu perubahan dalam kondisi sosial dan ekologi lokal, misalnya
harus membuang species tanaman lain yang dianggap mengganggu tanaman
utama, mereka juga harus berusaha membatasi alternatif pengolahan hutan yang
akan menghambat pertumbuhan kayu. Perladangan berpindah menjadi targetnya.

Pemerintah kolonial, menjustifikasi bahwa sistem pengelolaan hutan yang
demikian adalah bagian dari “scientific forestry” yang merupakan sistem ilmiah
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untuk “kepentingan publik”. Pemerintah juga membandingkan sistem ini sebagai
“ecologically good”, diperbandingkan dengan sistem yang “ecologically bad” yang
biasanya dipraktikkan oleh petani hutan lokal. Wacana tentang “forestry as
progress” kemudian dikaitkan dengan pemanfaatan kayu yang akan berdampak
ekonomi dan ekologi yang baik, sementara pada sisi yang berlawanan aktivitas
lokal dianggap merusak lingkungan, marginal bahkan kriminal. Pada kenyataannya,
para kelompok marginal menentang sistem “scientic forestry” tersebut (dimanapun
sistem itu diperkenalkan). Mereka melawan sistem tersebut dengan bentuks—
bentuk perlawanan seperti melalui pembakaran  perkebunan  kayuy,
mempertahankan hak-hak lokal melalui “illegal forest use”.

Konstruksi sosial tentang problem dan krisis lingkungan, juga tidak lepas dari
kontrol “aktor yang berkuasa. Para ahli politik ekologi telah lama mengamati
bahwa dampak perubahan lingkungan terhadap manusia, didistribusikan secara
tidak merata, dan bahwa kelompok marginal dan kelompok miskin adalah
kelompok yang paling dirugikan. Seperti halnya wacana tentang pengelolaan
lingkungan, wacana tentang penyebab kerusakan lingkungan (erosi dan kerusakan
tanah) selalu menempatkan para petani lokal sebagai penyebab kerusakan
tersebut. Kajian Anderson (1984), Beinard (1984), Blaikie (1985), Millington (1987)
dan Showers (1989) dengan latar belakang masyarakat Afrika menunjukkan
bagaimana klaim dari ilmuwan kolonial yang menyatakan bahwa para pgtani lokal
bertanggungjawab terhadap kerusakan tanah, digunakan para pemerir}t‘éh kolonial
untuk menjustifikasi pajak/hukuman “konservasi tanah” bagi para petani. Wacana
kolonial tersebut yang berimplikasi bahwa “petani miskin selalu disalahkan dalam
kerusakan lingkungan di dunia ketiga” hingga saat ini masih populer. Bisa
disimpulkan bahwa “produksi dari intervensi terhadap lingkungan’ sangat dekat
berkaitan dengan produksi perigetahuan lingkungan, yang keduanya diikat oleh
Relasi kekuasaan. Dalam titik inilah, bisa ditegaskan bahwa kelompok masyarakat
yang tersubordinat (kelompok miskin, marginal, perempuan)-dalam konteks ini
khususnya perempuan di negara dunia ketiga, akan selalu kalgh dalam percaturan
reproduksi pengetahuan dan intervensi lingkungan berhaddpan dengan negara
maju. Lebih jauh Bryant menegaskan bahwa proses produksi pengetahuan ini
merefleksikan dan seringkali memperkuat ketidakadilan ekonomi dan sosial
terhadap masyarakat tersubordinat di negara berkembang. Kepentingan lain yang
ingin dicapai oleh “western global science”-First world-ketika menyalahkan negara
dunia ketiga atas kerusakan lingkungan adalah kehendak mereka untuk bisa
mengontrol mekanisme manajemen lingkungan global. Cara pandang Bryant yang
seperti ini, sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada pelaku (actor
oriented). Ada beberapa asumsi yang mendasari pendekatan aktor ini, yaitu bahwa:
a).biaya dan manfaat yang terkait dengan perubahan lingkungan dinikmati para
aktor secara tidak merata;b) distribusi biaya dan manfaat yang tidak merata
tersebut mendorong terciptanya ketimpangan sosial ekonomi;c). dampak sosial
ekonomi yang berbeda dari perubahan lingkungan tersebutj uga memiliki implikasi
poiltik dalam arti bahwa terjadi perubahan kekuasaan dalam hubungan satu aktor
dengan aktor lainnya (Bryant and Bailey, 2001). Lebih jauh mereka menjelaskan
bahwa limu seringkali digunakan sebagai instrumen untuk mendukung kebijakan
politik lingkungan. Pada negara-negara sedang berkembang terdapat aliansi antara
negara-kaum industri dimana demi pertumbuhan industri mengeksploitasi
sumberdaya alam. Menurut Bryant dan Bailey (2001) Negara menggunakan
kekuasaan politik legal untuk memberikan akses istimewa pada pengu.aha
berkenaan dengan sumberdaya lingkungan, pengusaha akan memberikan
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keuntungan finansial pada mereka dan pengetahuan teknis yang “efisien” untuk
mengeduk, memproduk dan memasarkan sumber-sumberdaya lingkuhgan dan
atau barang-barang kosumen. Kedua aktor melihat pengembangan aktivitas
komersial akan meningkatkan pendapatan mereka dan atau kekuasaan atas aktor
lainnya. Sangat berbeda aktor-aktor grassroots digunakan sebagai pegangan
mereka bagi kondisi-kondisi ekologi politik lokal untuk melakukan perlawanan
terhadap aktor-aktor yang sangat berkuasa di mana NGO-NGO memberi dukungan
finansial dan teknis, sedangkan pemberitaan media sangat bagus ugptuk
perjuangan-perjuangan yang spesifik pada lokasi ini. Dalam hal ini kedua aktor
grassroots dan NGO menunjukan keunggulan managemen lingkungan komunitas
bagi pengembangan keadilan sosial dan atau konservasi lingkungan.

Kajian Bryant tentang proses eko-politik ini, nampaknya sejalan dengan kajian W.
Niel Adger, dkk (2000), dilihat dari substansi fokus obyek kajiannya, yang mengarah
pada dua perspektif, yaitu kapitalis dan akar rumput, tetapi keduanya
menggunakan pendekatan analisis yang agak berbeda. Bryant lebih menfokuskan
pada pendekatan historis-material (ekonomi) neo-Marxian dalam menganalisis
perkembangan ilmu pengetahuan, sedangkan Adger lebih menfokuskan pagda
pendekatan diskursif (discurcive approach) melalui dinamika perkembangan antara
pendekatan struktural (global) pada satu sisi dan pendekatan populis pada sisi lain
yang berbeda substansi secara diametral, tetapi keduanya sejalan dgngan alur
paradigma pembangunan (modernisasi-post positivistik). Melalui géempat isu
lingkungan (deforestation, desertification, biodiversity utilisation, 'dan climate
change), Adger mencoba merumuskan kerangka umum analisis politik ekologi.
Pada konteks ini, pandangan Adger tentang kebenaran ilmu pengetahuan sejalan
dengan pendapat Habermas yang terletak pada konsensus dan semantik (bahasa),
tetapi kurang sejalan dengan esensi teori kritis.

Dalam analisisnya, Adger melihat pentingnya konsep “domination” dan
“hegemony” dalam perkembangan pengetahuan, karena akan berimplikasi pada
kebijakan lingkungan dan pembangunan suatu kawasan. Padd konteks komunikasi
dan tataran determinisme ide, hegemoni dan domina;éi menentukan arus
pembentukan ide bersama dalam penguasaan pengetahuan dan persepsi tertentu
yang mengarah pada keyakinan bersama dalam memandang dan merespon
permasalahan. Oleh karena itu, dinamika diskursus tentang iingkungan dan proses
eko-politik yang terbentuk di dalamnya seiring dengan eksistensi dari kedua konsep
tersebut. Adger menawarkan analisis diskursus dalam tiga elemen, yaitu regulasi
ekspresi untuk mengenali diskursus, para aktor, reproduksi, dan transformasi
diskursus, serta dampak sosial dan hasil kebijakan dari diskursus, yang semuanya
berbeda menurut perbedaan karakteristik diskursus antara aras struktural global
dan populis.

Masih berkaitan dengan persoalan environmental knowledge, berdasarkan
kajiannya di kawasan hutan hujan tropis Colombia, Escobar (1999) mengidentifikasi
tiga pihak yang yang disebutnya sebagai “actors in nature’, yaitu pertama adalah
komunitas lokal (kebetulan berkulit hitam) yang selama beberapa abad
mereproduksi pengetahuan lokalnya dan aktif mengelola daerahnya; kedua adalah
kapitalis yang merasa telah “memberi “lapangan pekerjaan bagi ratusan komunitas
negro yang mengalami kemiskinan karena ledakan jumlah penduduk dan ketiga
adalah peneliti biodiversity (seorang perempuan dari Amerika/Eropa) yang mecari
tanaman-tanaman yang potensial dimanfaatkan untuk kepentingan komersial.
Kesamaan ketiganya dalam kaitan dengan pembahasan ekologi ialah, pertama,
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sebagai model antiesensialis maka pengalaman terhadap alam berbeda-beda
menurut posisi sosial, sehingga selanjutnya menghasilkan perbedaan antar
kelompok maupun sejarahnya. Kedua, ketiga paradigma pengetahuan tersebut
tidak menunjukkan hubungan linear atau bertahap menurut sejarah hubungan
sosial dan alam. Ketiganya dapat overlapping, bahkan saling menciptakan lainnya.
Ketiga, pengetahuan yang dikembangkan pada masing-masing paradigma
pengetahuan tersebut mengalami perkembkangan yang berbeda-beda.

Pada titik inilah, analisis reproduksi pengetahuan dari kelompok ,,Neoma’F;Bn di
atas akan semakin dipertegas dan diperjelas dalam kajian feminisme pascakolonial.
Perempuan-perempuan di daerah jajahan, sebelum terjadinya kolonialisme sudah
merupakan kelompok yang tidak diuntungkan (dengan cara yang berbeda-beda)
dalam masyarakat mereka sendiri. Kedatangan para penjajah ikut merubah
perlakuan yang mereka alami, baik dalam konteks seksual maupun ekonomi
(ketenagakerjaan) dimana bentuk-bentuknya bzrbeda dengan perlakuan yang
mereka terima dari kaum laki-laki yang juga terjajah. Perempuan-terjajah yang
berposisi sebagai budak, buruh tani, pembantu rumah tangga, pelacur dan selir dari
para penjajahnya, harus menegosasikan bukan saja hubungan mereka yang tidak
setara dengan kaum laki-laki tetapi juga para bangsawan pribumi (terjajaH) serta
hirarkhi aturan dan larangan yang membentuk hubungan baru dengan laki-laki dan
perempuan dari kalangan penjajah®. ¥

Imperialisrne dan kolonialisme tidak mungkin dapat dipahami secé/ra penuh tanpa
teori tentang hubungan-hubungan gender. Kuasa gender memang bukan penentu
utama mekanisme hubungan-hubungan kelas dan ras di wilayah jajahan. Tetapi
dinamika hubungan gender semenjak awalnya memang sangat penting untuk
mengamankan dan memelihara imperialisme. Betapapun juga gender bukanlah
satu-satunya dinamika industrial dari imperialisme dan kolonialisme, juga bukan
yang dominan. Semenjak tahun 1970an, kritik feminis telah muncul —umumnya dari
perempuan kulit berwarna- untuk menantang sejumlah feminis Erosentris yang
mengklaim berhak berbicara atas nama kaum perempyan secara universal dan
mengistimewakan isu gender di atas semua isu flainya. Seorang feminis
pascakolonial, Hazel Carby, menyebutkan bahwa para feminis kulit putih cenderung
menulis sejarah mereka sendiri dan menyebutnya kisah tentang kaum perempuan,
namun mengabaikan kehidupan kaum perempuan di wilayah-wilayah non Barat
sekaligus menolak kemungkinar adanya hubungan dengan kaum perempuan di
kawasan terjajah ini (ibid : 7). Bahkan feminis kulit putih dituduh mengalami pula
amnesi sejarah seperti yang dialami oleh para sejarahwan kulit putih, karena
mengabaikan berbagai hal dimana perempuan kulit putih menikmati keuntungan
dari ketertindasan orang-orang kulit non putih.

Apa yang diungkapkan oleh McClintock seperti diatas menunjukan adanya
kebutuhan bagi feminisme untuk mengambil acuan dari kajian-kajian pascakolonial.
Kajian-kajian pascakolonial, misalnya, dapat menunjukan betapa tidak ada satupun
negara bangsa yang baru saja merdeka yang secara langsung memberikan hak dan
sumber daya nasional yang sama kepada laki-laki dan perempuan. Kebutuhan-
kebutuhan negara bangsa diidentifikasi, sebagian besar, dengan konflik, aspirasi
dan kepentingan kaum laki-laki.

% Mc Clintock memberikan contoh bagaimana Afrika, dalam wacana kolonialisme, dinamakan sebagai the
European porno-tropics yang menunggu penetrasi hasrat penjajah heteroseksual
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Pada titik ini, wacana poskolonial makin memperjelas argumen teori feminisme
yang selalu memiliki peranan sentral dalam wacana problem dualisme ontologi
seperti nature-culture, subject-object, manusia-non-manusia, dan hasil dari
klasifikasi yang dialamiahkan mengenai sex, ras, spesies, dan klas. Ada persetujuan
umum di kalangan teorisi feminis bahwa perbedaan tersebut berasal dari ide
maskulinitas tentang apa-apa yang dianggap “truly human”, misalnya apa yang
ditributkan sebagai alamiah, atau budaya, mana sifat binatang mana manusia dan
lain-lain. Dalam hal ini teoritisi feminisme lingkungan selalu menggunakan analisis
gender dan feminis pada hubungan-hubungan alam/sosial. Dalam -pandangan
feminisme lingkungan terdapat pola-pola hubungan yang spesifik diantara alam
dan manusia berdasar jenis kelamin dan itu merupakan proses budaya.

Ketidakadilan terhadap perempuan dalam lingkungan berangkat pertama-tama
dari pengertian adanya ketidakadilan yvang dilakukan oleh manusia terhadap non
manusia atau alam. Karena perempuan selalu dihubungkan dengan alam, maka
secara konseptual, simbolik dan linguistik ada keterkaitan antara isu feminis dan
ekologis. Kenyataanya perempuan memang selalu di”alam-kan” atau di “feminin-
kan”, misalnya berkaitan dengan “diperkosa, dikuasai, digarap dan lainnya yang
sejenis. Perhatikan bahwa kata itu adalah kata-kata yang dipakai dalam
menunjukkan aktivitas yang berhubungan dengan alam, misalnya tanah digarap,
bumi dikuasai dan lain-lain. Jadi tidak mengada-ngada bila perempuap dan alam
mempunyai kesamaan secara simbolik karena sama-sama ditindas oleh manusia
yang berciri maskulin (Barry, 1999). Sehingga para feminis harus menyadari
keterkaitan perempuan dan alam sebagai adanya hubungan kekuasaan yang tidak
adil, adanya modal relasi dominasi dalam wacana lingkungan hidup yang sama
persis dengan wacana perempuan. Pada titik inilah perlu analisis kritis terhadap
kelompok kepentingan yang mencari akses seluas-luasnya dan seringkali
menyatakan diri sebagai penjaga “komunitas dunia”, “perdamaian global”, “ekologi
global”, karena bagaimanapun, perempuan dunia ketiga adalah lapis trendah yang

akan memperoleh penindasan yang berlipat.

4.2. Ekofeminis Transformatif: Dekonstruksi Relasi Perempuan Lingkungan bagi
Negara Dunia Ketiga

Berdasarkan berbagai tipologi ekofeminisme yang telah dipaparkan pada sub bab
di atas, penulis cenderung memilih ekofeminisme transformatif yang banyak dikaji
oleh Vandana Shiva dan Maria Mies sebagai ekofeminisme yang mampu
meminimalisir  “unequal power relations” dalam reproduksi pengetahuan
lingkungan. Hal ini sejalan juga dengan spirit yang dibangun oleh landasannya yaitu
feminisme transformatif.Menurut Warren, feminisme transformatif mempunyai enam
karakteristik. Pertama, feminisme transformatif mengakui dan mengeksplisitkan saling
keterkaitan antara semua sistem opresi. Kedua, feminisme transformatif menekankan
keberagaman pengalaman perempuan, dan menghindari pencarian "perempuan" dan
pengalaman bersamanya. Ketiga, feminisme transformatif menolak logika dominasi.
Keempat, feminisme transformatif memikirkan ulang apa artinya menjadi manusia, dan
dengan penuh keberanian mempertimbangkan kembali apakah manusia harus
memandang "kesadaran" (dan rasionalitas), tidak saja sebagai pembeda manusia dari
bukan-manusia, tetapi juga menjadikan manusia lebih baik daripada bukan-manusia.
Kelima, feminisme transformatif bergantung pada etika yang menekankan nil~i nilai
"feminin" tradisional yang cenderung untuk menjalin, saling menghubungka., dan
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menyatukan manusia. Terakhir, feminisme transformatif berpendapat bahwa ilmu
pengetahuan dan teknologi hanya dipergunakan untuk menjaga kelangsungan bumi.
Berdasarkan analisis Warren atas feminisme transformatif, feminisme transformatif
tampaknya memberikan "ruang berpikir" ternpat perempuan dan lakilaki dari seluruh
dunia dapat berkumpul untuk bergabung dan bertukar pandangan feminis yang beragam.
Sebagai ekofeminis sosialis transformatif. Shiva, demikian juga Mies, yakin bahwa ada
cukup kesamaan antara perempuan untuk memotivasi perempuan agar bekerja sama
melawan patriarki kapitalis dan isme-isme destruktif lain yang dihasilkannya. Sebagai bukti
bahwa perempuan berbagi kepentingan yang sama dalam menjaga kelangsungan hidup
alam, Mies dan Shiva menunjukkan banyak contoh dari perjuangan perempuan Dunia
Ketiga dan Dunia Kesatu melawan kehancuran dan memburuknya ekologi. Perempuan,
menurut mereka, telah memimpin perjuangan untukmenyelamatkan dasar-dasar
kehidupan di mana pun dan kapan pun kepentingan militer dan/atau industrial
mengancamnya. Box 1 akan menjelaskan perjuangan Gerakan Chipko dari India.

Pada tahun 1974, 74 perempuan di kota Reni, bagian utara India, bersepakat untuk
menghentikan penebangan hutan. Mereka memeluk erat-erat pohon-pohon yang akan ditgbang
oleh mesin pemotong kayu yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Gerakan para
perempuan ini dikenal dengan sebutan gerakan Chipko (dalam bahasa Hindi berarti "memeluk").
Gerakan ini berhasil menyelamatkan sebanyak 12.000 km areal hutan. Gerakan inipada dasamya
mempunyai unsur ekonomi maupun budaya. Unsur ekonomi karena adanya sen;i'i'nen pada para
kontraktor-kontraktor besar yang mengunduli hutan mereka untuk kepentingan bisnis mereka,
dan ada unsur budaya karena kepercayaan yang tertanam dalam masyarakat untuk melindungi
hutan nenek-moyang mereka. Hutan bagi orang India mempunyai makna sakral yang dikenal
dengan sebutan Aranya Sanskrit.

Cerakan Chipko dan kepercayaan Aranya Sanskrit menurut Jayanta Bandoyopadhay dan Vandana Shiva,
dua orang aktivis lingkungan ternama, adalah memiliki basis ekologis yang kuat. Selain basis
ekologis yang kuat, gerakan Chipko mempunyai perspektif perempuan yang tangguh. Gerakan
Chipko terdiri dari para perempuan dari organisasi "akar rumput"/ yang sangat sadar akan
keterkaitan isu perempuan dan lingkungan. Dalam hal kasus penebghgan hutan tersebut, para
anggota gerakan Chipko menilai kepentingan perempuan telah dikorbankan demi kepentingan
bisnis. Ada tiga hal yang menarik untuk disimak argumentasi gerakan Chipko. Pertarng,
perempuan di India, seperti di negara berkembang lainnya, merupakan korban pertama dari
penebangan hutan. Pohon-pohon memberikan empat kebutuhan utama bagi keperluan
rumah tangga: makanan, bahan bakar, produk-produk rumah (termasuk peralatan
membersihkan rumah, peralatan masak, dsb), dan menghasilkan ekonomi rumah tangga. Para
perempuan ini tinggal di des a: desa yang kebanyakan laki-lakinya pergi ke kota untuk bekerja.
Para - perempuan ini dengan demikian harus menanggung beban kerja rumah seperti
mengambil air dan ranting pohon untuk bahan bakar sendiri. Demikian pula, untuk mencari
penghasilan rumah tangga. Axibat penebangan pohon-pohon yang dilakukan para perusahaan
besar, pohon menjadi semakin langka dan ini menyulitkan kehidupan mereka sehari - hari. Hal
kedua adalah yang berkaitan erat dengan budaya tradisional yang menghambat perempuan. Di
desa dimana perempuan mempunyai status dan pendidikan yang lebih rendah dari pada laki-
laki, tidak dimungkinkan untuk mendapatkan kredit tanah atau modal usaha tani karena ada
asumsi bahwa mereka dianggap tidak mampu. Oleh sebab itu, perempuan di negara
berkembang merupakan jenis kelamin yang paling sedikit mendapatkan dukungan institusional
untuk perkembangan ekonomi mereka. Hal ketiga, di dalam memutuskan kebaikan bersama
bagi desa mereka, perempuan jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Akibatnya,
perempuan cenderung tersisih dari penentuan kebutuhan desa mereka, padahal kegiatan desa
merupakan kegiatan yang sebagian besar dijalankan oleh perempuan seperti misalnya
penyediaan air bersih,

Box 1. Perjuangan Gerakan Chipko India
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Jika kehidupan adalah tema ekofeminis sosial transformatif, begitu juga kebebasan.
Kebebasan yang diacu oleh Mies dan Shiva bukanlah jenis kebebasan seperti kebebasan
Marxis yang menuntut laki-laki untuk menguasai alam, dan karena itu menguasai tubuh
perempuan. Yang lebih tepat adalah jenis kebebasan yang meminta kita semua untuk
menyadari dan menerima "kealamian" fisikalitas dan materialitas kita, karnalitas dan
mortalitas kita. Karena alam adalah barang yang akan habis, kita harus belajar untuk
menghematnya dengan hidup sesederhana mungkin, dan dengan mengkonsumsi sedikit
mungkin. Jika kita peduli terhadap kehidupan keturunan kita, kita harus mengembaﬁ’élian
apa yang disebut sebagai perspektif subsistensi. Dalam terminologi Shiva dan Mies (2005)
Subsistence Perspective berporos pada beberapa prinsip mendasar. Pertama,
tujuan dari kegiatan ekonomi bukanlah untuk menghasilkan timbunan komoditas
dan uang, tetapi menghasilkan kembali kehidupan. Kedua, Subsistence Perspective
didasarkan pada peningkatan partisipasi akar rumput. Ketiga, Subsistence
Perspektive menuntut paradigma baru dari ilmu, teknologi, dan pengetahuan yang
akan dikembangkan dengan melibatkan tindakan partisipatoris masyarakat.
Keempat, Subsistence Perspektive menampik privatisasi milik publik seperti air,
udara, tanah, dan sumber daya alam. Kelima, Subsistence Perspektive yang digagas
penulis buku ini juga menekankan bahwa, proyek utopia Subsistence Perspektive ini
bukan semata dari, oleh, dan untuk perempuan, melainkan juga memerlukan
sinergi yang setara dari laki-laki. Maka, demikian penulis buku ini, Subsistence
Perspektive meniscayakan peranan laki-laki untuk mulai bersama-sama
bertanggung jawab terhadap pemeliharaan kehidupan dalam planet ini

Pada titik inilah ekofeminisme transformatif menawarkan cara pandang, basis, dan
program aksi yang sama sekali baru. Cara pandang yang tidak sekadar melihat lelaki
dan perempuan, tubuh dan jiwa, manusia dan alam, sebagai oposisi dualistik yang
saling meniadakan. Ekofeminisme transformatif menawarkan cara pandang yang
holistik, pluralistis, dan inklusif, yang lebih memungkinkan' lelaki dan perempuan
membangun relasi setara, untuk mencegah kekerasan, menentang perang, dan
menjaga alam-lingkungan di mana mereka hidup. Ekofeminisme, seperti feminisme
multikultural dan global merupakan sebuah aliran feminisme yang melihat berbagai
bentuk penindasan terhadap manusia dan penindasan yang dilakukan oleh
manusia terhadap non-manusia seperti alam. Karena perempuan selalu dikaitkan
dengan alam maka pembahasan lingkungan menjadi penting dalam wacana
feminisme. Namun dalam tataran ini para ekofeminis tidak ingin mengembalikan
perempuan pada argumentasi kodrat akan tetapi melihatnya sebagai kesadaran
feminis, yakni melihat adanya relasi yang menindas dalam wacana lingkungan
(Mies dan Shiva, 2005). Akibatnya, ekofeminisme secara lebih kuat mampu
menerangkan mengapa kesetaraan jender pada akhirnya bukan hanya
menguntungkan kaum perempuan, tetapi juga kaum lelaki. Bila alam-lingkungan
rusak, bukankah semua manusia (lelaki maupun perempuan) pada akhirnya akan
menderita? Sebaliknya, bila alam-lingkungan lestari dan terjaga, bukankah manusia
(lelaki dan perempuan) akan lebih sejahtera?
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5. Penutup dan Catatan Kritis

Beberapa definisi tentang Politik ekologi, datang dengan asumsi yang sama vaitu:
“Environmental changes and ecological conditions are (to someextent) the product
of political process (Dharmawan, 2006). Jika keadaan lingkungan adalah proses
politik, maka hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara negara "Utara” dan
Selatan harus didekonstruksi. Berbagai kajian di atas mengilustrasikan bahwa
pengetahuan selalu direproduksi dalam framing “western scientic science”, sebagai
landasan yang terbaik, sehingga kelorpok subordinat (miskin, marginal dan
perempuan) di negara dunia ketiga selalu menjadi pihak yang dirugikan. Gerakan
feminisme dan ekologi mempunyai tujuan yang saling memperkuat, keduanya
hendak membangun pandangan terhadap dunia dan prakteknya yang tidak
berdasarkan dominasi. Pada titik ini iajian ekofeminisme sebagai relasi antara
feminisme dan ekologi menjadi krusial dibahas. ‘

Reproduksi pengetahuan juga tidak pernah bebas nilai, namun selalu dikonstruksi
oleh kelompok yang berkuasa, sehingga kajian feminisme pascakoibnial
menemukan relevansi untuk mendekonstruksi reproduksi pengetahuan bagi
kelompok subordinat (lokal, miskin dan perempuan) di dunia ketiga. Shiva (2005)
yang menyatakan bahwa relasi yang sejajar antara ilmu pengetahuan, teknologi
dan masyarakat tidak akan lagi simetris akibat adanya satu bagian dari masyarakat
yang memonopoli pengetahuan dan memonopoli keuntungan yang berkait dengan
biorevolution, sementara bagian masyarakat lainnya dijauhkan dari monopli
pengetahuan dan monopoli keuntungan dan dipaksa untuk menanggung beban
akibat kerusakan ekologi, politik dan elonomi. Tanpa adanya kelahiran institusi
sosial yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dikontrol, Selatan akan selalu
menjadi laboratorium, menjadi kelinci percobaan, menjadi bak sampah dari segala
resiko yang terjadi, sementara keuntungan terus mengélir ke negara-negara

industri Utara.

Terdapat beberapa pandangan dalam ekofeminisme. Aliran keras ekofeminisme
menuduh bahwa laki-laki yang paling banyak berperan dalam merusak alam,
apalagi bila dikaitkan dengan karakter maskulin dan budaya patriarki. Kaum feminis
moderat (spiritualis) mengusulkan bahwa cara berelasi manusia dengan yang non
manusia harus dikaji ulang. Pada titik ini penulis memilih ekofeminisme
transformatif yang memberi “ruang berpikir" tempat perempuan dan lakilaki dari
seluruh dunia dapat berkumpul untuk bergabung dan bertukar pandangan feminis yang
beragam sekaligus ada semangat agar bekerja sama melawan patriarki kapitalis dan isme-
isme destruktif lain. Pada titik ini ekofeminisme transformatif secara lebih kuat
mampu menerangkan mengapa kesetaraan jender pada akhirnya bukan hanya
menguntungkan kaum perempuan, tetapi juga kaum lelaki
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ABSTRACT &

The high Number of Indonesian migrant workers (IMWs)workingin abroad, in Jacts, is not supported by adequate government
vrotections. Due to BNP2TKI Crisis Center data of 2016, there are at least 27 thousand casesfaced by IMWs working in many
countries all over the world. According to the research results conducted Wulan (2011), problems faced by IMWs in the destination
sountries, 80 percent of those come from villages. A village actually has strategic roles to becomes a foundation of safe migrations
since villages arethe first exit doorsforpotential IMWs. The government negligence in protecting IMWs eventually results in village
‘onstructive fights to protect their people. IMWs protection is realized in migrant workers caring villages initiated by some villages
wuch as inKuripan Wonosbo Central Java and Nyerot Lombok West Nusa Tenggara; Qualitative method is used in this research by
waving deep interviews, observation, andfocus group discussion with head of Desbumi's village, village goverment. The results show

hat the existence of Desbumi can be a model of IMW's protection from upstream to downstrgam and it means that the state present in
he protection of IMWs. j

leywords: Village, desbumi, protection, Indonesian Migrant Workers

\BSTRAK

ingginya jumlah Buruh Migran Indonesia (BMI) yang bekerja ke luar negeri, ternyata tidak diimbangi perlindungan yang memadai
leh negara. Pada tahun 2011-2016 berdasarkan data dari Crisis Center BNP2TK]. terdapat sedikitnya 27 ribu kasus yang menimpa
MI yang berada di berbagai negara. Berdasarkan hasil penelitian Ecosoc (2008). permasalahan yang dihadapi BMI di Negara tujuan,
) persen sumbernya justru berasal dari desa. Desa sebenarnya memiliki peran yang sangat strategis untuk menjadi basis bermigrasi
nan, karena desa adalah pintu keluar yang pertama bagi seorang calon BMI. Abainya pemerintah terhadap perlindungan BMI pada
thirnya justru melahirkan perlawanan-perlawanan yang konstruktif dari desa-desa untuk melindungi para warga mereka. Perlindungan
rhadap BMI itu diwujudkan dalam desa peduli buruh migran (desbumi) yang diinisiasi beberapa desa, antara lain Desa Nyerot
>mbok Nusa Tenggara Barat dan Desa Kuripan Wonosobo Jawa Tengah. Untuk itu peneilitian ini bertujuan mengidentifikasi dampak
‘beradaan Desbumi terhadap perlindungan BMI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan teknik
ngumpulan data wawancara mendalam dan FGD terhadap kepala desa, pengurus desbumi serta tokoh masyarakat di Desa Kuripan
onosobo Jawa Tengah dan desa Nyerot Lombok Nusa Tenggara Barat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan desbumi
impu menjadi model perlindungan BMI dari hulu sampai hilir dan menjadikan negara hadir dalam perlindungan BMI.

ita kunci; Desa, desbumi, perlindungan, Buruh Migran Indonesia

‘NDAHULUAN tahun 2012, Namun implementasi undang-undang tersebut

hingga saat .ini, masih sangat jauh dari aspek perlindungan
10omena adanya buruh migran telah lama terjadi di Indonesia. yang layak (Prihatin, 2007 dan Hidayati, 2013) serta masih
samaan dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi - inkonsisten akibat seringnya perubahan peraturan (Wijayanti,
EAN (MEA) pada 2015 fenomena ini diprediksi “akan 2012). Pada tahun 2011- 2016 berdasarkan data Crisis Center
1akin populer (Asriani dan Amalia, 2014). Namun demikian, BNP2TKI (2016), sedikitnya 27 ribu kasus saat ini menimpa
idisi di lapangan pengaturan Buruh migran di Indonesia BMI yang berada di berbagai negara. Antara lain, gaji tidak
Jm memenuhi standar. Dasar hukum penempatan dan dibayar, gaji dibawah standar, bekerja tidi < sesuai kontrak,
lindungan buruh migran indonesia (BMI) diatur dalam putus komunikasi dengan keluarga, sakit di negara tujuan,
No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan penyiksaan dan pelecchan seksual olch majikan dan lain-lain.
aga Kerja Indonesia di Luar negeri. Indonesia juga telah Dari jumlah tersebut, sekitar 300 BMI terancam hukuman

atifikasi konvensi mengenai perlindungan dan hak-hak mati. Masih tingginya permasalahan yang dihadapi para BMI
ith migran beserta anggota keluarganya melalui UU no 6 mengisyaratkan masih banyak persoalan yang harus dibenahi



untuk memperbaiki tata kelola perlindungan BMI di Indonesia.
Beberapa riset menunjukkan ada banyak negara yang menjadi
tujuan buruh migran Indonesia dan hampir seluruhnya memiliki
permasalahannya sendiri. Pada kasus Malaysia sebagian besar
BMI di sana yang merupakan pekerja kelas bawah mengalami
diskriminasi (Noor dan Shaker, 2017) salah satunya dalam hak
seksual dan reproduksi (Lasimbang et al., 2015). BMI di Korea
merasakan ekslusi sosial karena keterbatasan kemampuan
bahasa lokal mereka (Chung et al. 2014). Yuniarto (2016)
menyatakan bahwa untuk bertahan menghadapi diskriminasi,
BMI di Taiwan merjadi lebih bersatu tanpa melihat perbedaan
Jatar belakang suku dan religiusitas dari daerah asal. Nanwin
demikian mungkin hanya di Hongkong nasib BMI lebih baik
karena adanya campur tangan pemerintah Republik Indonesia
bekerjasama dengan pemerintah Hongkong dalam bentuk Public
Privat Partnership untuk perlindungan BMI (Palmer, 2013)
meskipun sesungguhnya secara hukum  seluruh perwakilan
Republik Indonesia di Luar Negeri harus melindungi BMI
(Susetyorini, 2010).

Peran pemerintah dalam perlindungan BMI  seharusnya
memang sangat penting. Undang-undang No. 39 tahun
2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia sebenarnya telah mengamanatkan bahwa pemerintah
bertanggung jawab untuk menjamin dan melindungi para
BMI sejak di dalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali
ke tempat asal di Indonesia. Namun UU No 39 Tahun 2004
tersebut juga secara eksplisit menyerahkan proses ‘penempatan
dan perlindungan BMI oleh pemerintah kepada pihak swasta
yaitu Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta
(PPTKIS) dan tidak dibarengi dengan pengawasan yang ketat
pada PPTKIS yang terbukti meclakukan pelanggaran. Hal ini
sangat memungkinkan terjadi proses komodifikasi terhadap
para BMI berupa pengabaian atas hak-hak mereka. (Devi
Rahayu dan Misbahul Munir,2012). Hasil analisis terhadap
UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menunjukkan bahwa
PPTKIS merupakan lembaga yang paling banyak terlibat
dalam pengurusan BMI (Wulan, 2014) Penyerahan tangglng
jawab pengurusan kepada pihak swasta seperti ini tentu sangat
problematik karena orientasi mereka bagaimanapun adalah
keuntungan sebesar-besarnya.

Beberapa penclitian antara lain Hangzo dkk (2011); Husson
(2011), Mafruhah (2012), Orange (2012) mengindikasikan
bahwa untuk melindungi buruh migran terutama mereka
yang bekerja pada sektor informal harus ada kerjasama dan
komitmen di semua tingkat mulai dari tingkat nasional, regional
dan global dan yang paling utama yaitu di tingkat nasional.
Lebih jauh dalam kajian Husni (2011)Ketidakberlakuan UU
No0.39/2004 secara filosofis karena belum mencerminkan citra
hukum (Rechtidee) bangsa indonesia sebagai nilai positif yang
tertinggi (uberpositivenwerte), yakni pancasila, sila kedua.
Secara yuridis peraturan perundang-undangan di bidang
penempatan dan perlindungan BMI tidak sinkron secara
bertikal maupun horizontal dan secara sosiologis kurangnya
tingkat kesadaran hukum calon BMI, kurangnya pengawasan
dari pegawai pengawas ketenagakerjaan, penegakan hukum
(law enforcement) yang lemah. Temuan Lee dan Petersen
(2006) juga mengindikasikan bahwa BMI yang bekerja di Hong
kong banyak yang dipaksa untuk menandatangani dokumen
pinjaman palsu dan potongan gaji, paspor disita oleh agen
tenaga kerja atau majikan bahkan ada beberapa dari mereka
mendapatkan pelecehan scksual, perkosaan, dan kekerasan
fisik.Dalam perspektif Marxis, para BMI ini mengalami
proses komodifikasi. Kondisi ini mempertegas posisi mereka
hanya sebagai komoditas. (Michael Burawoy, 2010). Pasar

kerja dalam global Kapitalisme mciganggap semud semua
barang adalah komoditas. Ini artinya barang bernilai hanya
sejauh ia mempunyai nilai tukar dan dapat ditukarkan dalam
tindakan tukar menukar. Nilai tukar itu tidak hanya berlaku
pada barang. Tenaga kerja manusia pun dipandang sebagai
barang dagangan. Arlinya tenaga kerja bisa dibeli menurut
nilai pasaran. Jadi dalam komoditas yang hanya mempunyai
nilai tukar, menjadikan manusia diasingkan dari pekerjaanya
yang khas. Komoditi adalah jempat keterasingan manusia
dari pekerjaannya (Sindhunata, 1983).Demikianlah, pada
akhirnya kita bisa mendapatkan penjelasan mengapa di dalam
kapitalisme segala bentuk hasil produksi dan reproduksi
dijadikan komoditas untuk dipasarkan dengan tujuan mencari
keuntungan. Kekuatan produksi dibentuk dalam kaitan bukan
untuk menggali nilai utilitas atau ‘nilai guna’(use —value),
akan tetapi untuk mencari nilai lebih (profir) dari nilai tukar
(exchange value). Dalam sistem kapitalis terciptalah proses
komodifikasi, yaitu menjadikan obyek-obyek sebagai sesuatu
yang memiliki nilai tukar. Minimnya pcr&indungan BMI, pada
akhirnya memposisikan mercka sebagdi komoditas semata.
Diperlukan strategi untuk mempgfkuat perlindungan bagi para
BMI, dari level lembaga ncgara}ang paling kecil, yaitu desa.

Desa sebagai pintu keluar pertama dari seorang buruh migran
sebenarnya memiliki fungsi untuk mempersiapkan, mengawasi,
sekaligus melindungi warganya yang akan atau sedang bekerja
di luar negeri, karena penyiapan dokumen dan ijin dari desa
menjadi syarat utama bagi seorang calon buruh migran. Namun
berdasarkan kajian yang telah dilakukan Wulan dkk (2013)
peneliti pada tahun 2011-2013 terhadap para kepala desa di
Kabupaten Banyumas tampak bahwa pengetahuan para kepala
desa tentang migrdsi yang aman masih sangat terbatas. Juga
seringkali warga desa mencari jalan pintas dengan menggunakan
dokumen melaldi desa atau kecamatan atau kabupaten lain.
Minimnya informasi yang diberikan pemerintah desa membuat
para BMI lebih mudah mengakses informasi dari calo PPTKIS
tersebut.Pasal 86 UU No 6 tentang Desa mensyaratkan bahwa
Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem
informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah Dacrah
Kabupaten/Kota. Sistem informasi desa meliputi fasilitas
perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan serta sumber
daya manusia.(Yuniadi Mayowan, 2016)Sistem informasi
desa dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses olch
masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan.

Perlunya mekanisme strategis untuk memberikan informasi
pada buruh migran dan keluarganya tentang migrasi yang
aman guna mencegah terjadinya trafiking. dan memberikan
perlindungan maksimal kepada BMI juga didasarkan pada
berbagai hasil penelitian, antara lain kajian Ecosoc (2007) dan
Waulan (2010), menunjukkan bahwa 80 persen persoalan yang
dialami BMI di luar negeri justru diawali sejak di dalam negeri
melalui pemalsuan dokumen di desa dan lain-lain. Penelitian
Wulan (2012); IOM (2010); Piper (2003)mengindikasikan
minimnya informasi migrasi yang diterima masyarakat maupun
pemerintah desa.

Abainya pemerintah terhadap perlindungan BMI pada akhirnya

justru melahirkan perlawanan-perlawanan yang konstruktif dari

desa-desa untuk melindungi para warga mercka Perlindungan
terhadap BMI itu diwujudkan dalam desa peduli buruh
migran (Desbumi) yang diinisiasi beberapa desa di Kabupaten
Wonosobo, Kebumen Jawa Tengah; Jember Jawa Timur dan
Lombok Nusa Tenggara Barat. Desa peduli buruh migran itu
menggunakan Peraturan Desa (Perdes) sebagai dasar hukumnya
dan mendapatkan dukungan anggarar dari Anggaran dana desa
(ADD), Bumdes, RPJMDes dan lain-lain. Kondisi ini menarik
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untuk dikaji, karena menunjukkan bahwa desa dengan segala
kekuatan yang mereka miliki mampu melakukan perlawanan
terhadap kebijakan negara yang mereka anggap tidak peduli pada
persoalan BMI yang mereka hadapi. Untuk itulah penelitian ini
bertujuan untuk melihat bagaimana proses desa mengorganisir
seluruh stakeholder yang terkait untuk mewujudkan desa peduli
buruh migran tersebut dan apakah kriteria untuk sebuah desa
dikatakan sebagai desa peduli buruh migran.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
kualitatif dengan cara melakukan wawancara mendalam.
dan observasi di Desa Peduli buruh Migran di Desa Nyerot
Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat dan Desa
Kuripan Wonosobo Jawa Tengah. Kedua desa ini dipilih, karena
mereka termasuk dalam 18 desa yang didampingi Migrant
Care untuk mengembangkan Desbumi. Kedua desa tersebut
tampil menjadi best practices pada saat Jambore Buruh Migran
Nasional di Jember pada bulan November 2015 dan peneliti
kemudian melakukan penelitian pada kedua desa tersebut
untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh tentang
pelaksanaan Desbumi pada kedua desa tersebut. Wawancara
mendalam dilakukan pada kepala desa, pengurus Desbumi
serta NGO yang mendampingi Desbumi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desbumi dan Posisi Desa dalam Perlindungan terhadap
Buruh Migran

Pada tahun 2014 mulailah implementasi Undang-undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa.Pemerintah Desa mendapatkan
kewenangan luas baik dari segi kewenangan maupun pendanaan.
Sebelumnya pemerintah membagi pusat pemerintahan terkecil
negara menjadi kelurahan (yang terbentuk lebih karena secara
administratif) dan desa (yang terbentuk karena persamaan adat
dan keturunan seperti dalam Nurcholis, 2014). Sejak berlakunya

UU No. 6 tahun 2014 menjadikan Desa memiliki kekuaasaan

dan kewenang yang luas, terbukti beberapa kelurahan di
Wonosobo mengajukan diri untuk beralih menjadi Desa demi
memperoleh keluasan wewenang otonominya (Harsanto, et al.,
2017).

Desa adalah represetasi negara yang terkecil yang berhadapan
langsung dengan warganegara Desa merupakan perwujudan
geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis
sosial, ekonomi, politik dan kultural yang terdapat dalam
ubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain
Hermansyah, 2015). Secara sosiologis, desa juga merupakan
colektif otonom yang menggerakkan dinamika sosial, ekonomi
lan politik masyarakat.Berkaitan dengan perlindungan BMI,
lesa seharusnya menjadi pintu perlindungan pertama bagi
varga negara yang akan ke luar negeri. Sayangnya berbagai
:ajian menunjukkan bahwa desa yang seharusnya menjadi
iijaken pertama bagi warga desanya yang akan bermigrasi
relum secara aktif memberikan layanan, seperti tidak adanya
latabase buruh migran yang valid dari desa, hanya berfungsi
ecara administratif memberi surat keterangan ijin dari suami
tau istri atau orang tua calon buruh migran yang harus
1engetahui kepala desa, itupun bila sponsor/calo meminta surat
epada pihak desa, bahkan ada perangkat desa atau bahkan
epala desa merangkap menjadi calo. (Hidayah dan Susilo,
‘muan Amalia et al. (2014) dan Kolopaking (2015)di desa
ugu Selatan Cisarua yang merupakan desa tujuan para migran
ari Timur Tengah, bahwa pemerintah desa hanya berorientasi

memberikan pelayanan kepada .migran tanpa perencanaan
untuk mengakomodasi kepentingan ‘varga desa Akibatnya,
mereka kemudian kalah bersaing dali.n menarik manfaat dari
aliran orang akibat migrasi gaya-hidup internasional, artinya
pemerintah desa justru mengeksploitasi warga desanya.
Desa sebenarnya memiliki peran strategis untuk memberikan
perlindungan bagi warga negaranya yang sedang. akan dan telah
pulang dari luar negeri dengan memperkugikewenangan desa.
-

Arus BMI seharusnya penting untuk diperhatikan oleh Desa.
Semakin banyak warga desa usia produktif yang menjadi BMI
akan membuat Desa akan kehilangan tenaga kerja di bidang
pertanian seperti pada kasus Desa Ganjaran, Kabupaten Malang
(Prayitno et al., 2013). Kondisi ini tentu merupakan kerugian
bagi Desa.

Kehadiran Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang Desa
memberikan ruang bagi desa untuk meningkatkan seluas-
luasnya prakarsa desa untuk melindungi dah mensejahterakan
warga desanya. Secara sosiolog,is, Kehadiran UU  No.
6/2004 didasarkan beberapa pertimbangan, Pertama, untuk
menciptakan masyarakat desa yang adil dan makmur, paradigma
pembangunan harus dimulai dari bawah desa) Kedua. ide
dan pengaturan otonomi Desa kedepan dimaksudkan untuk
memperbaiki kerusakan-kerusakan sosial, budaya ekonomi
dan politik Desa. “Otonomi Desa™ hendak memulihkan basis
penghidupan masyarakat Desa, dan memperkuat Desa sebagai
entitas masyarakat paguyuban yang kuat dan mandiri, mengingat
transformasi Desa dari patembayan menjadi paguyuban tidak
berjalan secara alamiah sering dengan perubahan zaman.
akibat dari interupsi negara (struktur kekuasaan yang lebih
besar).Ketiga, pengaturan tentang otonomi Desa dimaksudkan
untuk merespon prﬁses globalisasi, yang ditandai oleh proses
liberalisasi (informasi, ekonomi, teknologi, budaya, dan lain-
lain) dan munculnya pemain-pemain ekonomi dalam skala
global (Yarni, 2015).

UU No 6 tahun 2014 memampukan kchadiran “negara™
skala kecil untuk melindungi buruh migran sejak dari daerah
asal, selama mereka bekerja di luar negeri, sanpai para BMI
pulang kembali ke Indonesia. Pasal 4(f) UU No 6 tahun
2014 menyebutkan bahwa pengaturan desa bertujuan untuk
meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat guna
mempercepat - kesejahteraan  umum. Desbumi  merupakan
inisiatif pada tingkat desa untuk dapat memberikan layanan
perlindungan yang komprehensif di tingkat desa. Tujuan
Desbumi menurut Hidayah dan Susilo (2016) adalah:

a.  Desamemiliki birokrasi aktif dan responsif terhadap buruh
migran dan keluarganya

b.  Desamemiliki data dinamis buruh migran dan keluarganya
baik data penempatan, data kasus dan informasi terkait
migrasi aman

€. Masalah buruh migran menjadi masalah publik bukan
privat

d.  Adanya aturan dan mekanisme sanksi bagi perangkat desa
yang merangkap scbagai calo buruh migran

e.  Adanya peraturan desa (Perdes) tentang perlindungan dan
pelayanan bagi buruh migran dan anggota keluarganya

f. Adanya mekanisme penyelesaian masalah dan standar
pelayanan minimum bagi buruh migran dan anggota
keluarganya

g Musrenbangdes melibatkan komunitas buruh migran dan
memasukkan agenda perlindungan buruh migran dalam
perencanaan dan penganggaran desa

h.  Komunitas buruh migran dan anggota keluarganya
difasilitasi untuk berjejaring dengan komunitas buruh
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migran baik sesama desa maupun dari desa lain.

i.  Adanya pembatasan ruang gerak praktek percaloan dalam
rekruitmen buruh migran di desa.

j- Penyediaan informasi mengenai tata cara bermigrasi
secara aman ke luar negeri

k. Terbentuknya usaha-usaha produktif dalam pemanfaatan
remitansi

Berdasarkan kriteria Desbumi yang disebutkan di atas, desa
menjadi basis utama untuk melindungi warganya yang akan,
sedang atau bahkan telang pulang dari luar negeri.Kehadiran
desa sebagai basis utama proses migrasi internasional tersebut
perlu dirumuskan lebih detil dan mendapatkan dasar hukum
yang jelas (baik di level lokal desa maupun Kabupaten) dengan
menerbitkan kebijakan-kebijakan-kebijakan yang menetapkan
kewenangan desa dalam perlindungan tersebut.

Proses Pembentukan dan Kriteria Desbumi

Dua desa yang yang dipilh secara purposive dalam penelitian
ini adalah desa Kuripan Kecamatan Watumalang Kabupaten
Wonosobo dan Desa Nyerot Kabupaten Lombok Tengah
Nusa Tenggara Barat. Seperti telah dijelaskan dalam metode
penelitian, kedua desa tersebut menjadi best practice saat
pelaksanaan Jambore nasional BMI yang dilaksanakan di
Jember pada bulan Nopember tahun 2015.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wahyu Cahya Agung,
Kepala Desa Kuripan, Kecamatan Watumalang, Kabupaten
Wonosobo dan Said Kepala Desa Nyerot Lombok Tengah
proses untuk menjadi Desbumi dilakukan setelah serangkaian
pertemuan yang melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat,
mantan BMI dan keluarga BMI. Hal ini penting untuk
membangun pemahaman dan komitmen yang sama dari segenap
komponen di desa tentang pentingnya Desbumi untuk mereka.
Wahyu Cahya Agung menjelaskan bahwa Desbumi tidak
terbentuk secara instan, namun ada proses pendampingan yang
dilakukan NGO Sari Solo yang sebelumnya melakukan proses
pendataan terhadap kondisi BMI di desa Kuripan, melakuKan
diskusi-diskusi dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat,
mantan buruh migran dan keluarga buruh migran. Wahyu cahya
Agung yang sebelum menjadi kepala desa sempat bekerja di
Balai Latihan Kerja untuk melakukan sertifikasi terhadap para
calon BMI dan memahami betul dinamika persoalan yang
dialami para calon BMI dan keluarganya menjelaskan bahwa
pada saat awal proses pembentukan Desbumi, beberapa kali
NGO Sari Solo dan Migrant care Jakarta mengundang para
perangkat desa, tokoh masyarakat dan mantan buruh migran
yang sudah dibentuk dalam kelompok untuk mengikuti
pelatihan-pelatihan sampai mereka renyadari pentingnya
Desbumi untux melindungi warga desa mereka.

Menurut Mulyadi dari NGO Sari Solo yang bersama-sama
Migrant Care Jakarta mendampingi Desa Kuripan, Desbumi
merupakan desa yang memberikan perlindungan kepada
warganya yang akan, sedang atau pernah menjadi BMI, dengan
menyediakan pelayanan terpadu pada saat pra penempatan
(BMI masih di Indonesia), penempatan (BMI telah bekerja ke
luar negeri), sampai pada mereka yang sudah menjadi purna
BMI (telah pulang kembali setelah kontrak kerjanya habis).
Proses pembentukannya dilakukan secara partisipatif, sehingga
seluruh stake holder di desa menyadari urgensi Desbumi.
Menurut Wahyu untuk menjadikan sebuah desa menjadi
Desbumi, ada beberapa prose yang harus dilakukan, yaitu:
Seuap desa harus memiliki pemahaman, pelayanan dokumen,
informasi  dan database yang lengkap; desa juga memiliki
sarana dan prasarana yang menunjang dan memadai, misalnya

komputer dan jaringan internct termasuk didalamnya layanan
online, yaitu Sistem Informasi Desa (SID) berbasis internet
dan teknologi yang baik; Aktifis di desa yang peduli buruh
migran yang memiliki komitmen untuk melaksanakan program-
program Desbumi serta diharapkan .danya payung hukum dj
level desa, misalnya Perdes terkait buruh migran.

Menurut Said.  Kepala Desa Nyerop»&ecamatan  Jonggat
Lombok Tengah, pelayanan butuh migran melalui Desbumi
antara lain meliputi: sosialisasi ke masyarakat, informasi
hukum bagi calon BMI, membantu calon/BMI bermasalah,
kemudahan pengurusan dokumen, menyediakan database BMI
desa, dan melayani pengaduan BMI .. Said yang dulu merupakan
anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah menyatakan. bahwa
pengalaman saat mendampingi kasus-kasus yang dilaporkan
sampai ke DPRD yang membuatnya tergerak untuk berperan
dalam pembentukan Desbumi.

Di sekretariat Desbumi Nyerot yang pdsisnya bersebelahan
dengan balai desa, data-data tentang BMI dipasang dengan
rapih di dinding ruang utamaySchingga semua pengunjung
bisa menyaksikan dan mengakses data-data tersebut. Untuk
Desa Kuripan, semua laya;:rz{n dan data BMI telah tersaji
dalam website mereka yéitu: http://kuripan.desa.id/. Pada
web tersebut, terpampang dengan sangat detil statistik BMI
(jumlah, keberangkatan, negara tujuan dan lain-lain)teknik
pendampingan kasus, juga layanan online pada web desa mereka.
Untuk memberikan pelayanan lebih detil juga memasukkan
seluruh  komponen Desbumi termasuk penganggarannya,
saat ini tengah disusun .draft Peraturan Perdes Perlindungan
BMI' desa Kuripan. Menurut penuturan  Wahyu Cahya
Agung kepala Desa Kuripan, saat ini hasil yang sudah mulai
tampak adalah: qélanyu layanan  BMI yang berbasis internet.
pemerintah desa sudah mulai melayani pengaduan kasus,
adanya layanan informasi baik berupa leaflet, spanduk, buku
dil mengenai persyaratan, prosedur dan dokumen migrasi aman,
trafficking,peraturan/kebijakan terkait di kantor desa, adanya
petugas aparat desa yang melayani kebutuhan BMI, masuknya
pogram pemberdayaan BMI di anggaran dan perencanaan desa,
adanya ruangan pelayanan BMI dan sckretariat kelompok BMI
Desa, dan tersedianya paralegal terlatih. Yang masih harus
dikuatkan terus menerus adalah penguatan kelompok Advokasi
BMI untuk perencanaan dan penganggaran serta peningkatan
kemampuan aparat desa.

Desbumi di Nyerot Lombok Tengah, meskipun informasi
tentang BMI belum terpasang secara online di web desa
tersebut, namun sekretariat pusat layanan informasi telah
disediakan di balai desa Nyerot. Di pusat layanan informasi
tersebut terpampang dengan detil statistik BMI dari desa Nyerot
(Jumlah, negara tujuan dan lain-lain), prosedur bermigrasi
aman, teknik pendampingan kasus dan lain-lain. Pada saat
tim melukekan penelitian disana, para pengurus Desbumi
yang beberapa diantaranya adalah mantan BMI, dengan sangat
militan akan menjelaskan secara detil informasi yang dibutuhkan
para BMI, serta calon BMI dan keluarganya.Berdasarkan hasil
FGD dengan para pengurus Desbumi Nyerot yang beberapa
diantaranya adalah mantan BMI,mercka mau terlibat menjadi
pengurus BMI supaya tidak ada lagi BMI yang ‘mengalami
kasus atau paling tidak bisa meminimalisir kasus. Berdasarkan
data puslitfo BNP2TKI (2017), Kabupaten Lombok Tengah
saat ini merupakan Kabupaten rangking tiga se- Indonesia yang
paling banyak mengirimkan BMI ke berbagai negara. Menurut
penuturan para pengurus Desbumi Nyerot, calo yang selama ini
menjadi pemain utama dalam proses pengiriman BMI, sehingga
banyak kasus yang dialami BMI dari Lombok Tengah yang
sering berangkat melalui PJTKI/PPTKIS yang ilegal. Sehingga
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perlawanan utama atas keberhadiran desbumi di Desa Nyerot
dilakukan oleh para calo-calo tersebut. Namun dengan ketegasan
kepala desa dan jajarannya, penolakan tersebut lambat laun bisa
diatasi.

Desbumi desa Kuripan Kabupaten wonosobo Jawa Tengah
dan Desbumi Nyerot Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok
Tengah Nusa Tenggara BaratKedua Desbumi tersebut memiliki
persamaan Yyaitu adanya  kepedulian, kepemimpinan dan
pengetahuan yang sangat memadai dari Kepala desa masing-
masing terkait isu BMI. Kondisi ini mebuat desa peduli BMI
mendapatkan dukungan anggaran dari desa dan menjadi isu-
senting di desa tersebut. Desbumi Nyerot saat ini telah memiliki
Peraturan Desa no 04 tahun 2015 tentang perlindungan TKI Desa
Nyerot, sementara itu, Desa Kuripan meskipun baru memiliki
iraft Perdes, namun pelayanan terpadu telah dilaksanakan yang
uga ditunjang web site yang komprehensif.

Implikasi Desbumi terhadap Perlindungan BMI

3erdasarkan wawancara dan FGD dengan kepala desa Nyerot
lan para pengurus Desbumi Nyerot, dampak yang dapat dilihat
ietelah pelaksanaan Desbumi adalah sebagai berikut: Kegiatan
lan aktiviatas para calo tidak sebebas dahulu, mereka harus
serikir dua kali yntuk merekrut calon BMI, apalagi dengan cara
rang tidak sesuai prosedur; Pengurusan dokumen untuk calon
3MI jauh lebih tertib karena pihak Desa lebih teliti dan bahkan
nenolak jika ada kejanggalan dengan dokumen calon BMI. Hal
ni karena pengurus Desbumi melakukan penelitian terhadap
lokumen yang diajukan oleh calo dan mencatatnya, sebelum
lokumen dilakukan di tingkat desa; Terjadi komunikasi dan
liskusi dalam menganalisa dokumen untuk calon BMI, yang
elama ini tidak pernah terjadi. Hal ini juga dibenarkan oleh
iihak Dinas Tenaga Kerja Propinsi Nusa Tenggara Barat. Selama
ni Lombok Tengah adalah Kabupaten ranking 3 pengirim
3MI terbanyak se-Indonesia, sehingga tidak heran para calo
nemiliki banyak strategi untuk merayu calon BMI. Pernah ada
«ejadian, seorang calo yang memiliki stempel/cap dari semua
esa di Lombok. Ini mengindikasikan calo menghalalkan segala”
ara termasuk melakukan pemalsuan terhadap stempel di desa.
)leh karena itu kehadiran Desbumi sangat membantu para BMI
ntuk melakukan proses migrasi yang aman. Semua kebijakan
ntuk perlindungan BMI tercantum dalam Peraturan Dcsa
Perdes) No 4 tahun 2015 tentang Perlindungan TKI asal Desa
lyerot. Pada pada 3 misalnya, tercantum sebagai berikut:

erlindungan TKI asal Desa Nyerot bertujuan untuk:

Mencegah terjadinya penipuan oich calo, petugas
'apangan/PPTKIS
Menjamin seluruh calon TKI asal desa Nyerot mengurus
dokumen di desanya
Mencegah terjadinya pemalsuan dokumen
Menjamin Desa menjadi pusat informasi, data dan
pengaduan bagi TKI asal Desa Nyerot
Menjamin Desa harus mendampingi proses penyelesaian
kasus TKI asal desa Nyerot

" Menjamin adanya pemberdayaan organisasi TKI desa
Nyerot sebagai wadah diskusi, membantu mendampingi
masalahi bagi TKI asal desa Nyerot
Memastikan organisasi TKI desa Nyerot sebagai mitra
kerja desa.

alah satu isi Perdes tersebut yang menarik dan sangat sensitif
ender tercantum pada pasal 7 yang antara lain melarang
roses perekrutan bagi BMI yang masih memiliki anak berusia
urang dari 12 bulan. Tentang pengganggaran untuk Desbumi
iga telah secara eksplisit dicantumkan dalam pasal 15 Perdes

yang mernjelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan BMI
dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja desa (1) serta
sumber lain yang sah dan tidak mengikat (2).

Desbumi Kuripan, menurut penejelasan Wahyu Cahya Agung,
akan melakukan penelitian dan pengkajian legalitas PJITKI/
PPTKIS yang akan memberangkatkan warga desanya. Legalitas:
itu menjadi salah satu faktor utama untuk stikan bahwa’
warga desanya akan terlindungi-dengan baik. Untuk desa
Kuripan, saat ini juga mulai ada pergeseran, bahwa yang
berangkat bekerja ke luar negeri adalah laki-laki.Kondisi ini
Jebih meminimalisir persoalan keluarga dan perlindungan anak
dibandingkan jika yang berangkat perempuan. Keberhasilan
desa Kuripan dalam mengelola perlindungan BMI juga
menjadikannya dipilih sebagai percontohan Desmigratif (Desa
Migran Produktif) di Indonesia. Desmigratif yang diinisiasi
oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ini
bertujuan untuk memberdayakan, meningkatkan pelayanan
serta perlindungan buruh migran Indonesig/mulai dari desa.
Secara substantif filosofi Desmigraliflidak-b:crbedaj auh dengan
Desbumi, memberikan informasi laganan migrasi aman sejak
dari desa, ada upaya untuk meningkatkan usaha produktif’ para
BMI dan keluarganya, serta community parenting untuk anak-
anak BMI yang dtinggal oclel orang tuanya bekerja ke luar
negeri.

UU Desa, Desbumi dan Kekuatan Desa untuk Perlindungan
Buruh Migran dari Hulu ke Hilir

Menurut Arie Sujito (2016) semangat yang dibangun dari UU
Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah terbangunnya desa
yang mandiri, demokratis dan sejahtera. UU Desa memadukan
koreksi atas perlak;i'an desa masa lalu dan memproyeksi ke
masa depan, schin'ggu perspektif, metode, praktik kerja,
dan SDM di desa dituntut untuk berubah, bangkit dan
mampu mentransformasi modalitas yang dimiliki; dengan
memanfaatkan struktur kesempatan ini untuk melakukan
pembaharuan desa (https:/www.ireyogya.org/merumuskan-
kembali-pendampingan-desa/).

Desa sebenarnya perlu melihat dari hulu ke hilir permasalahan
buruh migran. Pertama adalah alasan mengapa mereka
berangkat menjadi BMI. Umumnya adalah pertumbuhan
penduduk di desa yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan
kesempatan kerja di Desa (Irawaty dan Wahyuni, 2011).Hal
ini salah satunya dipicu oleh penduduk yang berpendidikan
rendah dan terbiasa menjadi buruh tani tetapi terjadi suatu
perubahan yang membuat lahan pertanian di desa menjadi
semakin sempit (Sihalolo et al., 2016). Maka Dana Desa perlu
digunakan untuk memecahkan masalah ini melalui peningkatan
kapasitas penduduk dan penciptaan lapangan kerja. Kedua,
kondisi ketika berangkat adalah keluarga yang terbengkalai
dan harapan remiten yang sesungguhnya hanya semu. Hal ini
karena sesungguhnya buruh migran hidup dalam kondisi yang
memprhatinkan di negara tujuan, yang ..embuat remitennya
terlihat besar hanyalah adanya perbedaan kurs antara mata
uang negara tujuan dengan rupiah (Yuniarto, 2016). Kondisi ini
perlu dijelaskan kepada keluarga dan calon buruh migran agar
BMI tidak hanya dipandang sebagai tulang punggung keluarga
(Sulistiyo dan Wahyuni, 2013) bahkan penggerak ekonomi
desa, tetapi juga kondisi bahwa pekerjaan tersebut berisiko.
Ketiga, pasca pulang desapun perlu mengantisipasi adanya
hal negatif ketika BMI kembali ke desa asal. Hal ini misalnya
penularan penyakit antara lain HIV/AIDS (Kinasih dan Dugis,
2015) atau masuknya budaya asing yang tidak semuanya sesuai
dengan nilai budaya asal.
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Berkaitan dengan Desbumi, UU Desa nomor 6/2014 bisa
menjadi ruang bagi pemerintah desa untuk hadir sebagai
negara dan memberikan perlindungan terhadap BMI sejak dari
desa.Desa yang paling tahu karakter warganya serta kekuatan-
kekuatan untuk merubahnya, bisa menggunakan kewenangan
tersebut untuk memberikan perlindungan yang maksimal
dengan layanan yang terpadu. Kajian Bebbington (2006), Abu
Samah (2010) menegaskan juga bahwa desa adalah pihak
yang dianggap paling memahami kondisi mereka sendiri,
karena kemampuan mereka mengenali kondisi lingkungan
dan kebutuhan mereka, Kemampuan tersebut akan mampu
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa itu sendiri.

Desbumi memiliki ruang yang sangat luas untuk memberikan
perlindungan BMI mulai dari sebelum berangkat dengan
menyiapkan  dokumen yang diperlukan, memberikan
pengetahuan tentang hukum, kondisi kerja dan sosial budaya di
negara tujuan, mempersiapkan perangkat kebijakan dan standar
operasional prosedur (SOP) jika ada permasalahan yang ditemui
saat BMI sedang bekerja di negara tujuan, bahkan menyiapkan
skema pemberdayaan ekonomi untuk mengelola hasil kerja
bagi para BMI dan keluarganya. Proses perlindungan tersebut
bisa terwujud melalui pengambilan keputusan strategis lewat
musyawarah desa. Maka para buruh migran dan keluarganya
harus memanfaatkan dengan maksimal untuk menyuarakan
kebutuhannya, untuk memastikan bahwa problem BMI harus
jadi tanggung jawab kelembagaan, baik itu dalam hal regulasi,
budget, dan hal lainnya. Komitmen negara terwujud dalam hal
ini.Desbumi bisa menjadi ujung tombak advokasi desa dengan
melibatkan seluruh komponen di desa yang dimotori oleh
Pemerintah desa. Kebutuhan dan kesadaran bahwa setiap warga
desa harus dilindungi dan memastikan mereka dalam kondisi
aman baik sebelum berangkat, di negara tujuan bahkan setelah
kembali beraktivitas di desa masing-masing harus direncanakan
dan dirumuskan dengan baik. Pada titik inilah Desbumi
akan benar-benar hadir sebagai negara yang memberikan
perlindungan dari hulu ke hilir, dari sebelum BMI berangkat,
sampai BMI kembali ke tanah air memberikan kesejahteraan
bagi mereka dan keluarganya.Pembentukan Paguyuban buruh
migran sebagai salah satu program Kelembagaan Desbumi,
karena kelembagaan yang baik sangat menunjang pembangunan
di Desa sebagaimana penelitian Ariyanti dan Sjaf (2014).
Desbumi ini juga dapat memanfaatkan teknologi informasi meski
masih banyak kendala dalam implementasi Sistem Informasi di
Desa seperti ketiadaan infrastuktur. Namun demikian kondisi
ini dapat diatasi dengan adanya kepemimpinan kepala desa
yang mampu menyemangati dan memfasilitasi warganya untuk
dapat terkoneksi dengan sistem informasi seperti teknologi
SMS Gateway di Desa Rancasalak, Garut (Salim, 2013) sampai
koneksi teknologi internet di Melung, Banyumas (Tambotoh et
al., 2015).

Saran bagi penguatan kelembagaan Desbumi kedepan adalah
untuk memberikan pelatihan pada manajemen keuangan pada
calon BMI sebelum berangkat agar remiten yang diperoleh
dapat dimanfaatkan sebagai modal pada saat kembali. Penelitian
Pramuka (2012) menunjukkan bahwa menghubungkan antara
BMI dengan Bank Syariah adalah salah satu cara yang baik
untuk pengelolaan remiten. Selain itu Desbumi juga perlu
melakukan penguatan pengelolaan ekonomi purna BM! dengan
menguatkan kelembagaannya menjadi terintegrasi dengan
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hal ini karena dibutuhkan
uang dan ruang untuk wadah pemberdayaan ekonomi mantan
BMI ini sebagaimana pada peneiitian (Haruta dan Sasongko,
2016). Pengelolaan ekonomi buruh migran juga dapat

melibat bantuan CSR dari perusahaan seperti pada penelitian
Mutmainna dan Sumarti (2014). Desbumi yang integratif
tersebut, akan mampu meningkatkan perlindungan BMI darj
hulu ke hilir, sehingga warga desa akan terlindungi dan tercapaj
kesejahteraannya.

KESIMPULAN DAN SARAN
o

Desa memiliki peran yang strategis untuk melindungi BMI,
karena desa adalah pintu keluar yang pertama seorang warga
desa sebelum berangkat ke luar negri. Ketidakhadiran negara
dalam perlindungan BMI, memunculkan inisiatif lokal berupa
Desbumi (Desa Peduli buruh Migran) yang melindungi
warga desa dengan layanan data, informasi , pos pengaduan
yang didukung payung hukum beruapa peraturan desa
(perdes), teknologi informasi berbasis website dan didukung
anggaran desa. Kehadiran desbumi di Desa Nyerot Lombok
Tengah Nusa Tenggara Barat dan Desa Kuripan Wonosobo
telah mempersempit ruang gerak para 7&’510 yang selama ini
menguasai pengetahuan tentang l:{x’lmpaﬁ’ bekerja ke luar negeri
dan desa mampu memastikan bahwa para warganya berangkat
dengan prosedur yang benar dafi mendapat perlindungan yang
maksimal.. ’//

DAFTAR PUSTAKA

A Bebbington, with L. Dharmawan, E. Farmi, and S.
Guggenheim 2006 ‘Local capacity, village governance,
and the political economy of rural development in
Indonesia’, World Development 34, 11

Amalia, M. et al. 2014. Peluang Usaha serta Kerja Akibat
Kehadiran Wisatawan pada Komunitas Tugu. Sodality:
Jurnal Sosfologi Pedesaan, Vol. 02/02, pp 96-102.

Ariyati, SN. dan S. Sjaf. 2014. Efcktivitas Kelembagaan
Desa dalam Praktik Demokrasi di Desa Karagdepok.
Pemalang Jawa Tengah. Sodality: Jurnal Sosiologi
Pedesaan Vol. 02/03, pp 200-209.

Asriani, D. D. dan E. Amalia. 2014. Jejak Perempuan Buruh
Migran dalam Masyarakat ASEAN 2015. Jurnal Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik, Vol 18/2, pp 147-159.

Abu Samah, B., Shaffril, H. A. M., Abu Hassan. M., & D’Silva.
J. L. 2010 Information communication technology,
village development and security committee and village
vision movement: a recipe for rural success in Malaysia.
Asian Social Science, 6(4), 136-144

Burawoy, Michael, 2010 From Polanyi to Pollyanna: The False
Optimism of Global Labor Studies, Global Labour
Journal,Volume 1, Issue 2.

Chung, Y. et al., 2014. Social Exclussion and Transportation
services: A Case Study of Unskilled Migrant Workers in
South Korea. Habitat International 44, pp. 482-490.

Ecosoc Rights, 2007 Menangani Perbudakan Modern dari Desa:
RancangBangun Perbudakan Modern dari Desa,Jakarta

Kolopaking, M Lala 2016Migrasi Gaya Hidup Internasional Dan
Peminggiran Masyarakat Di Desa Tujuan Wisata(Studi
Di Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten
Bogor Jawa Barat), Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan |
Desember 20185, hal 38-47

Kustiyati, Atik 2013.Optimalisasi Perlindungan Dan Bantuan
Hukum Pekerja Migran Melalui Promosi Konvensi
Pekerja Migran Tahun 2000, Ju.nal Dinamika Hukum,
Vol. 13 No 12013,

Hermansyah, 2015, Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan
Pembangunan Kcecamatan Tana Lia- Kabupaten Tana
Tidung (Studi Kasus Di Desa Tanah Merah Dan Desa
Sambungan), Ejournal Pemerintahan Integratif, 3 (2).
Halaman 351-362

Husni, Lalu. 2011. Perlindungan Hukum Terhadap Tengaa
Kerja Indonesia di Luar Negeri. Mimbar Hukum. Vol.
23.No. 1.Februari 2011. Hal 150 - 167.

160 | Wulan, TR. et. al. Perlindungan Buruh Migran dari Hulu ke Hilir Melalui Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi)



" Husson, Laurence. 2011. Is a Unique Culture of Labour
Migration Emerging in the Island Nations of Asia?.
Taiwan Journal of Southeast Asian Studies. 8(2): 113-
138 (2011).

Hangzo, Pau Khan Khup, Zbigniew Dumienski and Alistair
D.B. Cook. 2011 ‘Legal Protection for Southeast Asian
Migrant Domestic Workers: Why It Matters™. NTS
Insight, May, Singapere: RSIS Centre for NonTraditional
Security (NTS) Studies.

Hidayah Anis dan Wahyu Susilo, 2016 Membangun Desa
Peduli Buruh Migran, Migrant Care Jakarta

Hidayati, N., 2013. Perlindungan Hukum terhadap Buruh
Migran Indonesia (BMI). Pengembangan Humaniora.
pp.207-212.

Husni, Lalu. 2011. Perlindungan Hukum Terhadap Tengaa
Kerja Indonesia di Luar Negeri. Mimbar Hukum. Vol.
23.No. 1.Februari 2011. Hal 150 - 167.

Husson, Laurence. 2011. Is a Unique Culture of Labour
Migration Emerging in the Island Nations of Asia?.
Taiwan Journal of Southicast Asian Studies, 8(2): 113-
138 (2011).

Hangzo, Pau Khan Khup, Zbigniew Dumicnski and Alistair
D.B. Cook. 2011 ‘Legal Protection for Southeast Asian
Migrant Domestic Workers: Why It Matters’, NTS
Insight, May, Singapore: RSIS Centre for NonTraditional
Security (NTS) Studies.

Hidayah Anis dan Wahyu Susilo, 2016  Membangun Desa
Peduli Buruh Migran, Migrant Care Jakarta

Harsanto, B. T. et al. 2017. Penguatan Kelembagaan Kelurahan
Pasca Implementasi UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Masyarakat, Kebudayaan dan
Politik Vol. 30/2, pp 188-196.

Hidayati, N. 2013. Perlindungan Hukum terhadap Buruh Migran
Indonesia (BMI). Jurnal Pengembangan Humaniora Vol.
13/3, pp 207-212.

Huruta, A. D. dan G. Sasongko. 2016. Uang dan Ruang yang
berkelanjutan dalam Pembentukan Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes). Masyarakat, Kebudayaan dan Politik
Vol 29/4, pp. 212-222. 7

Irawaty, T dan Wahyuni, E. S. 2011. Migrasi Internasional
Perempuan Desa dan Pemanfaatan Remitan di Desa
Pusakajaya, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang,
Provinsi Jawa Barat. Sodality: Jurnal Transdisiplin
Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Vol 05/03,
pp. 297-310.

IOM. 2010. Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia: Gambaran

Umum Migrasi Tenaga Kerja Indonesia di Beberapa

Negara Tujuan di Asia dan Timur Tengah. 1OM

Indonesia, Jakarta.

. 2010. Labour migration from indonesiA An Overview
of Indonesian Migration to Selected Destinations in
Asia and the Middle East. International Organization for
Migration Mission in Indonesia, Jakarta.

Kuntari, Sri. 2010. Kontribusi Remiten Migran Sirkuler dalam

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Keluarga. Jurnal PKS
Vol. IX, No. 31, Maret 2010; 32 - 51.

Kinasih, S. E. dan Dugis, VMA. 2015. Perlindungan Buruh
Migran Indonesia melalui Deteksi Dini HIV/AIDS pada
saat reintegrasi ke daerah asal. Masyarakat. Kebudayaan
dan Politik vol. 28/4, pp. 198-210.

Lasimbang, H. B. et al. 2015. Migrant Workers in Sabah. East
Malaysia: The Importance of legislation and Policy to
upheld equity on Sexual and Reproductive Health and
Rights (SRHR).

Munir, M. And Rahayu, D., 2012. Alternatif Kebijakan
Peraturan Daerah Perspektif Gender Bagi Buruh Migran
Perempuan Di Madura. Mimbar Hukum, Volum 24,
Nomor 3, Oktober, Hal 377-569

Mutmainna dan T. Sumarti. 2014. Hubungan Tingkat Penerapan
Prinsip pengembangan Masyarakat dengan keberhasilan
Program CSR PT Pertamina. Sodality: Jurnal Sosiologi
Pedesaan Vol 02/03. pp. 171-181.

Nurcholis, H. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa Dilihat dari Pasal 18 BAyat 2 UUD 1945. Masalah-
Masalah Hukum 43/1, pp. 149-159. %

Noor, N. M. dan M. N. Shaker. 2017. Perceived Workplace
Discrimination, Coping...and Psychological Distress
among unskilled Indonesian  Migrant Workers in
Malaysia. International Journal of Intercultural Relations
Vol. 57, pp. 19-29.

Malfruhah, dkk. 2012. The Welfare of the Indonesian Migrant
Workers (TKI). in the Land of a Malay Nation: A Socio-
Economic Analysis. Southeast Asian Journal of Social
and Political Issue. Vol 1. No.2. March 2012. Page 246
=271

~ Orange. ct al. 2012, Information Dissemination Needs of

Indonesian Migrant Domestic Workers in Malaysia.
Journal of Southeast Asian Rescarch. Vol. 2012, Page
1-16.

Piper, N. 2003. Feminization of Labor Migration as Violence
Against Women : International, Regional, and Local
Nongovernmental  Organization Responses in - Asia.
VIOLENCE AGAINST WOMEN. Vol.

Purnomo, Mangku2004 Pembaruan Desa: Mencari Bentuk
Penataan  Produksi  Desa, Lapera Pustaka Utama

Yogyakarta
Prainuka, B. A. 2012. The Feasibility of Financing Indonesian
Migrant Workers by Islamic Banks. Economic Journal of

Emerging Markets Vol. 4/2, pp. 173-180.

Prihati, S. D. 2007, Potret Buram Tenaga Kerja Indonesia. Jurnal
Ilmu Sosial.dan Ilmu Politik Vol. 10/3, pp. 325-342.

Prayitno, G.. cti al. 2013. The Impact of International
Migrant Workers on Rural Labour Availability (Case
Study ganjaran Village, malang Regency). Procedia
Environmental Sciences 17, pp.  92-998.

Palmer, W. 2013. Public-Private Partnership in Administration
and Control of Indonesian Temporary Migrant labour in
Hongkong. Political Geography Vol. 34, pp. 1-9.

Sihalolo, et al. 2016. Perubahan Struktur Agraria, kemiskinan,
dan  Gerak  Penduduk: Sebuah  Tinjauan Historis.
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan April, pp. 48-60.

Sulistiyo, P A. dan Wahyuni, E. S. 2012, Dampak Remiten
Ekonomi terhadap Posisi  Sosial  Buruh  Migran
Perempuan  dalam Rumah Tangga. Sodality: Jurnal
Sosiologi dan Pedesaan Vol. 06/03, pp.

Susetyorini, P. 2010. Perlindungan Tenaga kerja Indonesia (TKI)
di Luar Negeri oleh Perwakilan Republik Indonesia.
MMH Vol 39/1, pp. 65-77.

Sindhunata, 1983 Dilema Usaha Manusia Rasional,Gramedia
Jakarta, 1983

Salim, A. 2013. Management Information in Rurarl Area: A
Case Study of Rancasalak Village in Garut, Indonesia.
Procedia Techmology 11, pp. 243-249.

Tambotoh, J. J. C., et al. 2015. Socio-cconomics Factors
and Information technology in Rural Area. Procedia
Computer Science 72, pp. 178-185.

Wijayanti, A. 2012. Menuju Sistem  Hukum Perburuhan
Indonesia yang Berkeadilan. Arena Hukuim Vol. /3, pp.
155-226.

Waulan, 2010.Dalhar Shodiq, Soetji Lestari, Rili Windiasih ,
2010 Women Migrant Workers: Against-the State and
Market by Social Remittance (JurnalAnalisis Sosial
Akatiga Bandung Vol 15 No.2 Desember 2010

------- , dkk2013  Desa Sebagai Basis Migrasi Aman: Model
Pemberdayaan bagi Kepala Desa untuk Mencegah
Trafiking di Kabupaten Banyumas, Riset Institusi

Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Agustus 2017, hal 155-162] 161




Universitas Jendral Soedirman

Tim Indipt 2014 Melindungi Buruh Migran sejak dari Desa,
Institut Studi untuk Penguatan Masyarakat Kebumen

Yuniarto, R. 2016. “Beyond Ethnic Economy™ Religiousity,
Social Entrepreneurship, and Solidarity Formation of
Indonesian Migrants in Taiwan. MakaraHubs-Asia, Vol.
20/1, pp. 1-14.

Yarni, Meri, 2014 Menuju Desa Yang Maju. Kuat. Mandiri. dan
Demokratis Melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014
Tentang Desa, Inovatif, Volume VII Nomor Il Mei 2014

Sumber lain: https://www.ireyogva.org/merumuskan-kembali-
pendampingan-desa/http:/kuripan.desa.id/ -

162 | Wulan, TR. e. al. Perlindungan Buruh Migran dari Hulu ke Hilir Melalui Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi)




